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MOTTO 

 

نْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَ هْدُونَ باِلْحَقِّ وَبهِِ يَ عْدِلُونَ “  ”وَمِمَّ

Dan di antara orang-orang yang telah Kami ciptakan, ada umat yang memberi 

petunjuk dengan (dasar) kebenaran, dan dengan itu pula mereka berlaku adil. – (Q.S 

Al-A‟raf: 181) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 

A. Umum 

 

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia 

(latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam 

kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari 

bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana 

yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam 

gootnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. 

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang 

didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 

0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa 

Arab (A Guidge Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, 

terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis 

dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut: 

B. Konsonan 

 

 Tidak dilambangkan   =        ا

 B   =      ب

 T   =      ت

 Ta   =      ث

 dl   =    ض

 th   =      ط

 dh   =      ظ

 (mengahadap ke atas) ‘   =      ع
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 J   =      ج

 H  =      ح

 Kh   =      خ

 D   =       د

 Dz   =       ذ

 R   =      ر

 Z   =      ز

 S   =     س

 Sy   =     ش

 Sh   =    ص

 gh   =      غ

 f   =     ف

 q   =     ق

 k   =     ك

 l   =     ل

 m   =      م

 n   =     ن

 w   =     و

 h   =     ه

 y   =   ي

 

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal 

kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun 

apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma 

(„), berbalik dengan koma („) untuk mengganti lambang “ع”.  

C. Vokal, Panjang, dan Diftong 

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis 

dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”. sedangkan bacaan panjang 

masing-masing ditulis dengan cara berikut:  



 

xii 
 

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latinvokal fathah ditulis 

dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang 

masing-masing ditulis dengan cara berikut: 

Vokal Panjang Diftong 

a = fathah 

i = kasrah 

u = dlommah 

Â 

î 

û 

 menjadi qâla  قال

 menjadi qîla  قيل

 menjadi dûna  دون

 

Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ î ”, 

melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat 

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis 

dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 

Diftong Contoh 

aw = و 

ay = ي 

 menjadi qawlun  قول

 menjadi khayrun  خير

 

D. Ta’ Marbuthah (ة) 

Ta‟ Marbuthah (ة) ditransliterasikan dengan “ț” jika di tengah kalimat, tetapi 

ta‟ marbuthah (ة) tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasikan 

dengan menggunakan “h” misalnya  الزسلة اللمدرسة menjadi al-risâlațli al-
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mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari 

susunan mudlâf ilayh, maka di transliterasikan dengan menggunakan “ț” yang di 

sambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمةالله menjadi fi 

rahmatillâh.  

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah 

 Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di 

awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah 

kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan, contoh: 

1. Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan... 

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.. 

3. Masyâ‟ Allah kâna wa mâ lam yasyâ‟ lam yakun 

4. Billah „azza wa jalla.  

F. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, 

hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh :  شيء -     syai‟un  أمزت   -  umirtu 

الىىن    -    an-nau‟un  جأخذون   -ta‟khudzûna 

G. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il (kata kerja), isim  atau huruf, ditulis 
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terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah 

lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang 

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga 

dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh :  وان الله لهى خيز الزاسقيه  -   wa innalillâha lahuwa khairar-râziqȋn. 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti 

yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan 

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya. 

Contoh :  رسىل وما محمد الآ    =  wa maâ Muhammadun illâ Rasûl 

 inna Awwala baitin wu dli‟a linnâsi  = ان اول بيث وضع للدرس

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata 

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak 

dipergunakan. 

Contoh : وصز مه الله فحح قزيب = nasاrun minallâhi wa fathun qarȋb 

  lillâhi al-amru jamȋ‟an  =       الله الامزجميعا                      
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Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.  

H. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan 

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis 

dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama 

Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak 

perlu ditulus dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut: 

“Abdurrahman Wahid, “Amin Rais”, dan kata “salat” ditulis dengan 

menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan 

penulisan namanya. 
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ABSTRAK 

Wardatus Sholihah, 16220015, 2020, Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Sebab 

Penolakan Mutasi Tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi 

Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik 

Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, MHI. 

Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Mutasi 

Permasalahan mengenai mutasi sering kali berujung dengan pemutusan 

hubungan kerja. Dengan adanya mutasi dalam beberapa kasus sering disalahgunakan 

oleh perusahaan untuk menghindari kewajibannya dalam menaikkan gaji berkala 

maupun memberikan uang pesangon, akhirnya pekerja dimutasi ketempat yang lebih 

jauh supaya pekerja mengundurkan diri. Adapun permasalan yang dibahas dalam 

skripsi ini adalah: (1) bagaimana pemutusan hubungan kerja terhadap penolakan 

pemberian mutasi yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja bersama perspektif 

perlindungan hukum Undang-Undang No.13 Tahun 2003? (2) Bagaimana pemutusan 

hubungan kerja pemberian mutasi yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja bersama 

ditinjau dari Hukum Islam?. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian 

kepustakaaan (library research) dengan menggunakan pendekatan pendekatan 

perundang-undangan (statue approach) dimana pendekatan yang dilakukan dengan 

menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dan menelaah pandangan 

hukum Islam yang telah berkembang khususnya mengenai hal pemutusan hubungan 

kerja dengan sebab menolak mutasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutusan hubungan kerja dengan 

sebab penolakan mutasi yang dilakukan oleh perusahaan kepada pekerja dimana 

mutasi tersebut tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dijelaskan pada Pasal 32 

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut hukum Islam 

pemutusan (Fasakh) hubungan kerja dalam akad perjanjian kerja (Ijarah) 

sebahaimana proses akad yang dibentuk akan tetapi hal tersebut dilakukan tanpa 

adanya persetujuan pekerja maka pemutusan akad batal dan tidak ada unsur keadilan. 

Kesimpulan dari penelitian skripsi ini yaitu telah terjadi tumpang tindih atau 

ketidakadilan antara perusahaan kepada pekerja dimana pemutusan hubungan kerja 

dengan sebab penolakan mutasi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam. 
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ABSTRACT 

Wardatus Sholihah, 16220015, 2020, Termination of Employment Due to 

Rejection of Mutations Review of Law No. 13 of 2003 concerning Employment and 

Islamic Law, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State 

Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr. H. Moh. 

Toriquddin, Lc, MHI. 

Keywords: Termination of Employment, Mutation 

Problems with mutations often result in termination of employment. With 

mutations in some cases often being misused by companies to avoid their obligations 

in raising periodic salaries or giving severance pay, workers are eventually 

transferred to more distant places so that workers resign. The problems discussed in 

this thesis are: (1) how is the termination of employment towards the refusal to grant 

a mutation that is not in accordance with the work agreement with the perspective of 

legal protection of Law No.13 of 2003? (2) How is the termination of employment 

giving mutations that are not in accordance with the collective work agreement in 

terms of Islamic Law ?. 

This study is a normative legal research or library research using a statue 

approach where the approach is carried out by examining relevant laws and 

regulations and examining the views of Islamic law that have developed, especially 

regarding termination of employment by rejecting mutations. 

The results showed that termination of employment due to the rejection of 

mutations made by companies to workers where the mutations did not meet the 

elements as described in Article 32 of Law No. 13 of 2003 concerning Labor. 

According to Islamic law termination (Fasakh) work relations in the contract of work 

agreement (Ijarah) how the contract process is formed but it is done without the 

approval of workers, the termination of the contract is canceled and there is no 

element of justice. 

The conclusion of this thesis research is that there has been an overlap or 

injustice between the company and workers where the termination of employment is 

due to the rejection of mutations that are not in accordance with Law No. 13 of 2003 

concerning Labor and Islamic Law. 
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 ملخص البحث

بشأن  ٠٢٢١عام  ٦١ت للقانون رقم إنهاء العمل بسبب رفض مراجعة الطفرا٦١٠٠٢٢٦١وردةالصالحة ,
 يعة الاقتصادية ، كلية الشريعةالتوظيف والقانون الإسلامي ، أطروحة ، برنامج دراسة الشر 

 مالك إبراىيم مالانج ، الدشرف: جامعة الدولة الإسلامية مولانا،
Dr. H. Moh Toriquddin Lc, MHI.           

إنهاء العمل ، التغيير  :الأساسيةالكلمات   

غالبًا ما تؤدي مشاكل الطفرات إلى إنهاء العمل. مع إساءة استخدام الطفرات في بعض 
الحالات في كثير من الأحيان من قبل الشركات لتجنب التزاماتها في رفع الرواتب الدورية أو دفع 

عد حتى يستقيل العمال. الأسئلة تعويضات نهاية الخدمة ، يتم نقل العمال في نهاية الدطاف إلى أماكن أب
( كيف يتم إنهاء العمل نحو رفض منح طفرات لا تتوافق مع ١ت مناقشتها في ىذه الرسالة ىي: )التي تم

( كيف يتم إنهاء العمل ٢؟ )٠٢٢١لعام  ٦١اتفاقية العمل من منظور الحماية القانونية للقانون رقم 
 .ماعي من حيث الشريعة الإسلاميةلجبإعطاء طفرات لا تتوافق مع اتفاقية العمل ا

ىذه الدراسة عبارة عن بحث قانوني معياري أو بحث مكتبة باستخدام نهج التمثال حيث يتم 
تنفيذ النهج من خلال فحص القوانين واللوائح ذات الصلة ودراسة وجهات نظر الشريعة الإسلامية التي 

 .تطورت ، وخاصة فيما يتعلق بإنهاء العمل برفض الطفرات

أوضحت النتائج أن إنهاء الخدمة بسبب رفض الطفرات التي تقوم بها الشركات للعاملين حيث 
بشأن العمل.  ٠٢٢١لسنة  ٦١من القانون رقم  ١٠لا تلبي الطفرات العناصر كما ىو موضح في الدادة 

تم حسب علاقة الشريعة الإسلامية )فساخ( بعلاقات العمل في اتفاقية عقد العمل )الإجارة( كيف ي
 .تشكيل عملية العقد ولكن تتم دون موافقة العمال ، يتم إنهاء العقد ولا يوجد عنصر للعدالة
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وخلص بحث ىذه الأطروحة إلى وجود تداخل أو ظلم بين الشركة والعمال حيث يكون إنهاء 
بشأن العمل والشريعة  ٠٢٢١لسنة  ٦١العمل بسبب رفض الطفرات التي لا تتوافق مع القانون رقم. 

 .سلاميةالإ
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BAB1I 

IPENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dinamika dalam permasalahan dunia ketenagakerjaan diZIndonesia ternilai 

berkembangZdan tranformatif. Dalam hal ini terdapat hubunganZrelationship 

yangZbiasa disebutZhubungan kerjaZantara perusahaan/asosiasi pengusaha 

denganZpekerja/serikat buruh pada memasukiZsuatu tahapZdimana hubungan 

kerjaZtersebut berakhirZdan/atau diakhirizoleh salahzsatu dari pihak. Terutama 

dalam perselisihan hubungan industrial seringkali terjadi antara keduanya, 

sehingga menimbulkan gejolak yang berakibat pada peristiwa yang tidak 

diinginkannya. Hubungan ini, diatur dalam undang-undang dan/atau peraturan 

lain sebagai payung hukum dan memberikan perlindungan serta kepastianzhukum 

kepadazpara pihakzyangzbersangkutan.   

Perselisihan hubunganzindustrial sering terjadi disebabkan karena perasaan 

kurang puas dan berpengaruh terhadap hubungan kerja, Hal tersebut 

menyebabkan berakhirnyaZhubungan tenaga kerjaZbagiZtenagaZkerja atau pihak 

buruh dalam arti tenagazkerja tersebut kehilanganzmata pencaharianzyang berarti 

pulazmemulainya masazpengangguran denganzsegala akibatnya,zsehinggazuntuk 

menjaminzkepastian dan kesejahteraan hidupztenaga kerjazseharusnya ditiadakan 

pemutusanzhubunganzkerja.  Akanztetapi pada kenyataanya membuktikanzbahwa 
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pemutusanzhubungan kerjaztidak dapatzdicegahzseluruhnya.
1
 Dalam hal ini 

pemutusanzhubungan kerjazdiatur dalamzUndang-Undang No.z13 Tahunz2003 

tentangzKetenagakerjaan juga diaturZsecaraZkhususZdalamZUndang-Undang 

No. 2 tahunZ2004 tentangZPenyelesaian PerselisihanZHubunganZIndustrial. 

PerlindunganZhukumZterhadapZpekerjaZmerupakan pemenuhan hak-

dasar yang  melekatZdan dilindungi oleh konstitusiZsebagaimanaZyangZdiatur  

dalamZPasalZ27 ayat (2) Undang-UndangZDasar NegaraZRepublik Indonesia 

Tahun 1945 yangZberbunyi “ Tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan 

dan  penghidupan   yang  layak  bagi kemanusiaan”,  Pasal Z33  ayat  (1)Zyang 

menyatakan bahwaZ”Perekonomian disusun sebagai usahaZbersama atas ke-

keluargaan”. Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk  menjamin  hak-

hak pekerjaZdan menjaminZkesamaan kesempatan  sertaZperlakuan tanpa adanya 

diskriminasi atas apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja serta 

keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembanganZkemajuanZdunia 

usahaZdan kepentingan pengusaha. Peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan perlindunganZbagiZpekerja yakni Undang-Undang No 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan dan peraturanZpelaksanaZdariZPerundang-undangan 

dibidang ketenagakerjaan. 

Dalam hal ini pemutusan hubungan kerja pihak buruh juga berdampak pada 

psikologi dan dari segi ekonomi-finansial yang dipandangzmemilikizkedudukan 

                                                           
1
 Sendjun H. Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia  (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2001), 107 
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lemahzjika dibandingkanzpihakzpengusaha.
2
 Salah satu permasalahanZdalam 

hubunganZkerjaZadalahZpermasalahanZPemutusanZHubunganZKerjaZ(PHK) 

akibat penolakan mutasi oleh buruh.ZMeskipunZmutasiZtelahZdiaturZoleh 

perjanjianZkerja bersamaZoleh perusahaanZdan serikat.pekerja dalam.perusahaan 

tersebut,.apabila mutasiZtersebut tidakZmemenuhi unsurZsebagaimana dalam 

PasalZ32 Undang-UndangZKetenagakerjaan yangZberisi:  

1. Penempatan tenagaZkerja dilaksanakan berdasarkanZasas terbuka, bebas, 

obyektif, sertaZadil, dan setara tanpaZdiskriminasi. 

2. Penempatan tenagaZkerja diarahkan untukZmenempatkan tenaga kerjapada 

jabatanZyang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan 

kemampuan denganZmemperhatikan harkat,Zmartabat, hak asasi,Zdan 

perlindungan hukum.Z  

3. PenempatanZtenaga kerja dilaksanakanZdengan memperhatikanZpemerataan 

kesempatanZkerja dan penyediaanZtenaga kerjaZsesuai dengan kebutuhan 

programZnasional dan daerah.
3
 

Seperti halnya contoh kasus yang terjadi dilapangan ContohZkasusZyang 

menggambarkanZkeadaan iniZadalah pada kasusZIkhsan melawan.PT. Elektronik 

SolusionZdi manaZdalam PutusanZNomor 14/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg hakim 

padaZPengadilan HubunganZIndustrial padaZPengadilan NegeriZkelas 1 A 

                                                           
2
 Zaeni Ashadie, Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2007), 178. 
3
 Undang-UndangzNomor 13zTahun 2003ztentangzKetenagakerjaan 
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Bandung hakim tidak mengabulkan permohonan uang pesangon karenaihakim 

berpendapat bahwa saudara pemohon mengundurkan diri bukan karena men-

dapat Pemutusan Hubungan Kerja oleh perusahaan.
4
zContoh kasus lain berbeda 

dengan kasus ihsan, dimana hakim berpihak pada penggugat, perselisihan antara 

FX Sumartono (penggugat) melawan PT. Elektrindo (tergugat) dimana dalam  

Putusan Nomor 323K/Pdt.Sus-Phi/2015 mengabulkan sebagian hak-hak 

penggugatzdan memenuhi atas kewajibanztergugat terhadap penggugat, saya 

selaku penulis menurut putusan Hakim tersebut terkabulkan dikarenakan 

pemutasian yang diberikan kepada FX Sumartono sangat jelas menyalahi aturan 

yang dimana pemutasian dilakukan pada dua perusahaan yang berbeda badan 

hukumnya dan tidak sah serta tidak berlandaskan hukum.
5
 

Contoh beberapa kasus diatas pemutusanZhubungan kerjaZakibat menolak 

mutasiZyang sampaiZsaat ini masihZmenjadi abu-abuZhal ini dikarenakan.belum 

ada peraturanZyang mengatur mutasiZsecara jelas.ZMutasi merupakanZperintah 

perusahaanZsehingga menolakZmutasi adalahZmenolak perintahZperusahaan, 

sehinggaZanggapan ini dianggapZsebagai suatu acuanZbahwa setiapzpekerjaiatau 

buruhzyangzzmenolakzmutasizzberartizpekerjazzatauzburuh.tersebutzsudah.tidak 

patuhzzterhadapZperintahzzperusahaan.ZPadahalzzperluzzdilihatZlebihzzcermat 

mengenaizalasanZsuatuZperusahaanZmemutasiZkaryawannya.zPadahalZhubung

                                                           
4
 PutusanzNomor 14/Pdt.Sus-PHI/z2016/PN.Bdg 

5
 Putusan Nomor 323K/Pdt.Sus-Phi/2015.PN.Bdg 
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anzpekerjaz/buruh tidak melakukanzkesalahanzberat,ztidak melakukan pidana, 

dan tidak mangkir dalam bekerja.
6
 

Apabila tidak memperhatikan berlakunya isi pasal tersebut makaZsudah 

seharusnyaZmutasi tersebutZbatal demiZhukum. Dan juga bahwa mutasiZharus 

dilakukanZdenganZmemperhatikan.rasaZkeadilanZdan.sesuaiZdenganZkeahlian 

pekerja atauZburuh.  

Dalam syari‟at Islam, yang dimaksud dalam berlaku adil dan menetapkan 

hukum diantara manusia adalah memberikan hak masing-masing orang.Zterdapat 

dalam Q.S.ZAn-Nisa‟ ayat 58Zyang artinya :  

إِنَّ  ۚ  النَّاسِ أَنْ تََْكُمُوا باِلْعَدْلِ إِنَّ اللَّوَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُ ؤَدُّوا الْأَمَاناَتِ إِلَىٰ أَىْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَ يْنَ 

ا يعَِظُكُمْ بوِِ  يعًا بَصِيراً ۚ  اللَّوَ نعِِمَّ إِنَّ اللَّوَ كَانَ سََِ  

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”
7
 

Peneliti ingin mengetahui dan memperoleh  hasil analisa hukum positif dan 

hukum islam untuk menjawab pertimbangan perlindungan hukum serta implikasi 

pemutusan hubungan kerja terhadap penolakan pemberian mutasi yang tidak 

sesuai dengan perjanjian kerja bersama yang terjadi pada buruh.  

 

                                                           
6
 Djumialdji, Perjanjian Kerja (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 49. 

7
 Q.S. An-Nisa’ (4) : 58 
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A. Rumusan MasalahZ 

Merujuk pada latarZbelakang masalahZyang telahZdipaparkanZdiatas, 

maka dapat disimpulkanZpokok rumusan masalahZyang lebih spesifikZakan 

menjadi kajian selanjutnya, yaitu:Z 

1. Bagaimana.pemutusan hubungan kerja terhadap penolakan pemberian 

mutasi yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja bersama perspektif 

perlindungan hukum Undang-UndangZNo.13 TahunZ2003? 

2. Bagaimana pemutusanZhubungan kerjaZpemberian mutasi yangZtidak 

sesuaiZdenganZperjanjian kerjaZbersama ditinjau dari Hukum Islam? 

B. Tujuan PenelitianZ 

BerdasarkanZrumusan masalahZdiatas, makaZpenelitian ini bertujuan 

sebagaiZberikut: 

1. Penelitian ini bertujuan untukZmengkaji aspek Undang-Undang.No.13 

Tahun 2003 tentang.Ketenagakerjaan terhadap pemutusan hubungan 

kerja dengan sebab penolakan pemberian mutasi yang tidak.sesuai 

dengan perjanjianZkerja bersama.Z 

2. Peneliti ini bertujuan untuk mengkaji pemutusanZhubunganZkerja 

denganZsebab pemberian mutasiZyang tidak sesuaiZdengan perjanjian 

kerjaZbersama ditinjau dari hukum Islam. 

C. Batasan Penelitian 

Sehubungan dengan penelitian yang berjudul PemutusanzHubunganzKerja 

denganzSebab penolakanimutasi (tinjauanZHukum PositifZdan HukumiIslam) 
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penulisZmembatasi permasalahannya.ZAdanya batasan.masalah.dimaksudkan 

supaya peneliti tidak keluar dari fokus permasalahan dan tidak memluas. 

Adapun batasan masalah yang telah di rumuskan oleh penulis  penelitianzini 

dalam Undang-UndangzNo. 13zTahun 2003ztentang Ketenagakerjaanzdan 

tinjauan HukumzIslam. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan 

kususnya tentang penerapan hukum mengenai pemutusanZhubungan 

kerja terhadapZpenolakan pemberian mutasi yangZtidak sesuai dengan 

perjanjian kerja bersama tinjauan hukumZpositif dan hukumZIslam 

2. ManfaatZPraktis 

a) BagiZPenulis: Sebagai mahasiswa hukum yang konsen pada bidang 

bisnis agar dapat mempertimbangkan aspek-aspek dalam pemutusan 

hubungan kerja terhadap penolakan pemberian mutasi yang tidak 

sesuai dengan perjanjian kerja bersama dengan menyesuaikan.hukum 

yangZberlaku baikZhukum positifZmaupun hukumZIslam. 

b) Bagi Masyarakat: Agar masyarakat dapat memahami dengan baik 

bagaimana pemutusan hubungan kerja terhadap penolakan pemberian 

mutasi yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja bersama, sehingga 

diharapkan dapat meminimalisir permasalahan perbedaan presepsi. 
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E. DefinisiZOperasional 

UntukZmempermudah danZmenghindari kesalahan dalam memahami 

maksudZdalam judulZpenelitian ini,Zmaka perluZdijelaskan terlebihZdahulu 

beberapaZdefinisi operasionalZsebagai berikut:Z 

1. Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Sebab Penolakan Mutasi 

Pada PHK dengan sebab penolakan mutasi dimana tindakan 

perusahaan untuk memutuskan hubunganZkerja denganZpekerja/buruh 

yang menolak mutasi. MutasiZmerupakan perintahZperusahaan sehingga 

menolak mutasi adalah menolak perintah perusahaan, sertaZdapat 

dikatakanZmengundurkan diriZsehingga tidakZmendapatkan hak-haknya 

berupaZpesangon. 

2. Tinjauan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

dan Hukum Islam  

Pemutusan hubungan kerja dengan sebab penolakan mutasi ditinjau 

dari segi hukum positif serta hukum Islam penerapanya masih 

belumZsesuai. Seharusnya jika dilihat dari segi hukum positif pekerja/ 

buruhZmendapatkan perlindungan hukum menyangkut kebenaran status 

pekerja serta kebenaran alasan pemutusan hubungan kerja itu sendiri. 

Sedangkan dilihat dari segi hukum Islam, peraturan tentang mutasi sering 

sekali dimanfaatkan oleh pengusaha atau perusahaan untuk meng-

hilangkan kewajibannyaZterhadap hak-hakZpekerja atauZburuh, akhirnya 

ketikaZpekerja/ buruh enggan mutasi dikarenakan ada beberapa faktor 
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yang menghalangi seperti jauh dari keluarga, memerlukan biaya 

transportasi yang bertambah dari sebelumnya, maka perusahaan 

memutuskan hubungan kerja dengan sebab menolak perintah perusahaan 

dengan alasan mengundurkan diri. Dalam hal ini sebenarnyaZhanya 

rekayasaZperusahaan supayaZhak-hak yang.diperoleh pekerja/buruh.lebih 

kecil daripada yang seharusnya. AlasanZyangZdipakai dasar untuk 

menjatuhkanZPHK tidak mempertimbangkan rasa keadilan sama sekali 

terhadap pekerja/buruh.
8
 

3. PemutusanzHubungan Kerjazdengan sebab Penolakan Mutasiz(Tinjauan 

HukumzPositif danzHukumzIslam) 

Pemutusan  hubungan  kerja (PHK) berdasarkan ketentuan Pasal 

32 angka (1 dan 2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Undang-Undang 

Ketenagakerjaan  mengenai penempatan tenaga kerja diarahkan untuk 

menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan 

keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan dengan 

memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum, 

sedangkan dalam  Hukum Islam. 

Dalam hukum Islam, Pemutusan hubungan kerja dapat dipandang 

sebagaizpemutusanZ(fasakh)zdalamZakad perjanjianZkerja (ijarah) antara 

perrusahaan dengan pekerja. Sebagaimana telah dijelaskan Ijarah 

                                                           
8
 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 167. 
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termasuk akad yang tetap (aqd al-luzum). Hadis yang diriwayatkan 

Bukhori bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

اعَةَ }البخرى رؤاه{   إذَا وُسّدَ الَأمرُ إلى غَيْر أىْلو فاَنْ تَضر السَّ

Artinya : “ketika sesuatu pekerjaan /jabatan diserahkan kepada 

yang bukan ahlinya, maka tunggulah kerusakan/ kehancuranya.” 

(HR.Bukhori).  

Mutasi atau penempatan dalam pandangan Islam harus dilakukan  

dengan  hati-hati  agar  setiap  pekerja  dapat  bekerja  sesuai keahliannya 

dan mengerti bagaimana mengerjakan tugas-tugasnya. 

F. MetodeZPenelitian 

Metode penelitian adalah cara peneliti untuk melakukan kegiatan 

menggunakan pikiran secaraZseksama dalam rangka mengumpulkan, 

menganalisisZatau merumuskanZdata penelitian. Dalam penelitian.ini metode 

penelitianZyang digunakan penulis sangat relevanZdengan judul.yang penulis 

teliti.diantara lain: 

1. Jenis Penelitian 

         Jenis penelitian ini dikategorikan penelitian yuridis normatif 

(normative legal research)
9
 karena sumber penelitian ini melalui studi 

kepustakaan yang mana suatu bentuk penelitian pustaka dengan 

                                                           
9
 Johny Ibrahim, Teori.dan Metodologi Penelitian.Hukum Normatif .((Malang: Bayumedia Publishing, 

2006), 295. 
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dilakukanya membaca referensi yang berkaitan dengan permasalahan 

yang diambil ataupun tema yang bersangkutan. HalZini dilakukanZuntuk 

mendapatkanZdata dan gambaranZyang jelas,Zmengenai hal-halZyang 

berkaitan dengan tema yangZditeliti. PenelitianZini membahasZmengenai 

pemutusan hubungan kerja dengan sebab penolakan pemberian mutasi 

melalui undang-undang dan tinjauan hukum positif dan hukumzIslam 

dengan permasalahan yang sudah terjadi.  

2. Pendekatan Penelitian 

Dari berbagaiZpendekatan yangZada dalam.penelitian hukum.pertama, 

penulis.menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue.approach) 

yaitu.pendekatan yangZdilakukan menelaah.seluruh peraturan.perundang-

undangan sesuai denganZisu hukumZyang diteliti. Kedua, menggunakan 

pendekatan penelitian konseptualZ(conceptualZapproach).
10

ZPendekatan 

ini mentarkan penulisZuntuk menggunakanZpandangan-pandangan dan 

doktrinZyangZberkembang dalam ilmuZhukum  serta  hukum islam yang 

berkembangZpada khalayak umum. 

3. BahanZHukum 

PenelitianZini dataZyang diambilZterdapat tigaZmacam bahan.hukum 

yang digunakan dengan penjelasan sebagaiZberikut: 

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum langsung 

diperoleh dari sumber utama dalam penelitian seperti undang-

                                                           
10

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum  (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 96. 
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undang, Al-Quran dan Hadist. Penelitianzzini menggunakan 

Undang-Undang No. 13zTahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

serta pengaturan dalam hukumzzIslam khususnya mengenai 

keadilan dalam akad ijarah. 

b. BahanZHukum Sekunder.merupakan bahan.dokumen yang bersifat 

sebagaiZpendukung dalam.penelitian, dari.sini data.yang diperoleh 

melaluiZbuku-buku, jurnalZdan suratZkabar serta SIPP (Sistem 

Informasi Penelusuran Perkara) pada website pengadilan. Dalam 

hal ini sebagai penunjang penulis untuk mempermudah membahas 

mengenai penyelesaian pemutusan hubungan kerja dengan sebab 

penolakan mutasi. 

c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan non hukum hasil 

wawancara,Zbuku-buku, jurnal, kitab-kitab fiqh, majalah dan surat 

kabarZyangZbelumZdipublikasikan,ZsertaZbahan hukumZtersier 

terutamaZyaitu kamusZyang dikumpulkanZmelaluiZpenelusuran 

kepustakaanZ(library research). Maka, dalamzzhal inizzbahan 

hukumztersier yaitu melihat, membaca, mengamatizdan menelaah 

suatu berita ataupun video dari pers mengenai kasus-kasus yang 

yang pernah terjadi, khususnya suatu kasus mengenai pemutusan 

hubungan kerja dengan sebab menolak mutasi.
11

  

4. MetodeZPengumpulan BahanZHukum 

                                                           
11

 BurhanZAshshofa,  MetodeZPenelitian HukumZ(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 24. 



 

13 
 

Metode pengumpulan hukum dilakukan untuk memperoleh keseluruhan 

data dan informasiZyang diperlukan dalamZrangka untuk mencapai 

tujuan.penelitian. Pada subjek penelitian, penulis menggunakan studi 

dokumentasi yang mana penelitian iniZmerupakanZteknik 

pengumpulanZdata yangZtidak terjun langsung,Znamun hanya melalui 

dokumen.ZDokumen yang.digunakan berupa.buku-buku ataupun sumber-

sumberZyang berkaitanZdengan tema penelitian yangZtentunya masih 

relevanZdengan objekZyang diteliti.ZHal iniZdilakukan denganZcara 

meminjamZbuku di perpustakaan, membeliZbuku atau pun searching 

jurnal. Kemudian membaca dan memahami sekiranya diperlukan dalam 

penelitian tersebut.
12

a 

5. MetodeiPengolahaniBahaniHukum  

Pengolahan.bahanzhukum.merupakanisuatuitahapiyangisangat.pent

ing dalam penyelesaianZsuatu kegiatanZpenelitian ilmiah.yang digunakan 

untuk mengolah keseluruhan dataZyang diperoleh sesuaiZdengan 

pendekatanZyang digunakan.ZMaka modelZyang digunakanZanalisis 

deskriptifZkualitatif ialah meneliti pada kondisi objek penelitian yaitu 

melalui pengembangan teori untuk mengetahui faktor permasalahan 

dengan analisis data indusktif maupun deduktif dari konstruksi fenomena 

yang ada sebagai realita yang ada di masyarakat. selanjutnya penulis 
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 Muslan Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, (Malang:UMM Press, 2009), 94. 
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menganalisis dan menganalisa bagaimana pespektif hukum menjawab 

persoalan yang terjadi. AdapunZanalisisZdata penulisZadalah: 

a. Pemeriksaan.Data.(Editing) 

PemeriksaanZdataZ(editing) yaituZtindakan pertama denganZmeneliti 

kembaliZdata yangZdiperoleh untukZmengetahui apakahZdata tersebut 

sudahZvalid atauZbelum lengkap..Maka penulis dalam.penelitian ini.akan 

meneliti kembali secara seksama serta lengkap keakuratanZdataZutama 

yaituZsumber-sumber yangZberkaitanZdengan tema tersebut.  

b. Klasifikasi DataZ(classifying) 

KlasifikasiZData (classifying)Zmerupakan pengelompokanZdata-data 

yangZtelah diperolehZuntuk memudahkanZdalam mengolahZdata yang 

selanjutnyaZdikelompokan berdasarkan pembahasan yang diambil. Setelah 

adanya data selanjutnya dilakukanZpengecekan ulangZagar dataZyang 

diperolehZterbukti konkrit danZvalid, maka dari itu untukZmemilahZdata 

yangZdi peroleh dariZreferensi yang utamaZmaupunZpendukung yang 

sesuai kebutuhanZpenelitian.  

c. VerifikasiZData (Verifying) 

VerifikasiZData (Verifying) pada tahap ini merupan seuatu tahapan 

kegiatan penulis untuk memperoleh data dan sumber yang dapat di 

pertanggung jawabkan dengan cara mengkaji ulang seluruh data yang 

diperoleh. 
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d. AnalisisZData (Analisying) 

VerifikasiZData (Verifying) merupakanZproses penyederhanaanZdata 

agarZdataztersebutZdapatzditafsirkan.zDataztersebut jugazdikelompokan 

kezdalamzsatu.polazagarzmemudahkanzdalamzzmeneliti. Padazzpedoman 

penulisanzkaryazilmiah,ZSugiono berpendapatZbahwa analisisZdata yaitu 

prosesZmencari danZmenyusun secaraZsistematis data yang.didapatkan 

dari.hasil observasi langsung dariZlapangan sertaZdokumentasi. 

e. KesimpulanZ(Concluding)  

PenarikanZkesimpulan (Concluding).adalah merupakan proses dimana 

penelitiZberusaha menarikZkesimpulan sertaZmelakukan verifikasi.dengan 

mencariZmaknaZsetiap fenomena yangZterjadi yang diperolah dari 

penelitian, mencatatZketeraturan danZkonfigurasi yang.mungkin ada,.serta 

alurZkausalitas dariZfenomena danZproposisi.
13

 

 

 

G. PenelitianZTerdahulu 

Pada penelitianZterdahuluZsangat diperlukan, karenaZdenganZadanya 

penelitianZterdahulu dapat.dilihat perbedaan serta persamaan.antara.penelitian 

sekarang iniZdengan penelelitian sebelumnya. BerdasarkanZpengamatan.yang 

telahZdilakukan terhadapZbeberapa sumberZdengan permasalahanZyang lain 

                                                           
13

 Fakultas SyariahZUniversitas Islam NegeriZMaulanaiMalikiIbrahimiMalang, PedomaniPenulisan 

KaryaiIlmiah, (Malang:iUIN Press, 2012), 48. 
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serta terkaitZdengan permasalahanZyang akan.diteliti maupun dibahas..Untuk 

menghindariZpenelitian padaZobjek yangZsama, makaZpenulis melakukan 

kajianZterlebih dahulu.ZSelanjutnya penulis penulis akan memaparkan 

beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut: 

a. Tesis yang ditulis oleh Astrini Dwi Wahyuni dengan judul “Penyelesaian 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pekerja yang di 

Alihdayakan, Studi Kasus PT. Bank Negara Indonesia (Perserro) Tbk.” 

Mahasiswa Universitas Indonesia, FakultasZHukum, Tahun 2009. Pada 

penelitiannya,Zpeneliti menggunakanZpenelitian hukum.normatif ( kajian 

kepustakaan) dan penelitianZhukumZempirisZ(penelitian lapangan). Tesis 

ini berfokus pada Undnag-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenaga 

kerjaan, Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 tentang pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (LN) No. 15 

Tahun 2000), Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 

IndonesiaZNo.ZKep.Z101/Men/VI/2004ZTahunZ2004 tentang Penyedia 

TataZCara PerijinanZPerusahaan PenyediaZJasaZPekerja/Buruh. Hasil 

dari penelitian ini adalah setelah terjadinya PHK oleh perusahaan 

Outsourching yang mengontrak pekerjanya juga akan mengakhiri 

perjanjian kerjanya, sehinggan mengakibatkan terhentinya pemenuhan 

hak-hak pekerja. Persamaan dari penelitian yang selanjutnya terdapat pada 

objek yang diteliti yaiitu pemutusan hubungan kerjanya. Adanya 

perbedaan dengan penelitianZsaat iniZyaitu menambahZpengaturan.dalam 
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hukumZIslamZmengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)  khususnya 

mengenai akad ijarah. 

b. Jurnal yang ditulis oleh Deden Muhammad Surya dengan judul 

“Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Menolak Mutasi ditinjau dari 

Perspektif Asas Kepastian Hukum dan Asas Keadilan” dariZFakultas 

HukumZUniversitas KatolikZParahyanganZBandung yang dipublikasikan 

pada tanggal 30 September 2018. PenelitianZini mengguanakan.penelitian 

hukumZnormatif.yang berfokus pada Undang-Undang.No. 13 Tahun 2003 

tentang ketenaga kerjaan. PenelitianZini membahas mengenaiZpemutusan 

hubunganZkerjaZ.akibatZmenolakZmutasiZharusZterlebihZdahulu..mem-

perhatikanZbertentangan atauZtidak dengan.Undang-undang dan.tindakan 

hukumZyangzdapatzdilakukanzterhadap.pekerjazyangzmendapatzpemutus

-an hubunganZkerja akibatZmenolakZmutasi.
14

  

MeskipunZterdapat kesamaanZyang dilakukanZpeneliti dengan 

penelitianZini yaituZsama-sama melakukanZpenelitian normatif.dan objek 

yangZdikaji adalahZperusahaan memutus hubungan kerja kepada 

pekerja/buruh karena menolak pemutasian. Tetapi dalam penelitian ini 

juga terdapat perbedaan yang mana penelitian sekarang ini fokus pada 

perlindungan hukum dan implikasi pemberian mutasi yang tidak sesuai 

                                                           
14

 Deden Muhammad Surya, “Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Menolak Mutasi ditinjau dari 

Perspektif Asas Kepastian Hukum dan Asas Keadilan”, 2 (September, 2018), 169. 
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dengan perjanjian kerja serta pengaturan tinjauan hukum Islam terkait fiqh 

mengenai  keadilanZdalamZpemutusan hubungan kerja. 

c. Jurnal yangZdi tulis olehZMuchamadZTaufiq, M,H,. dan ZinulZHidayat, 

SE yang berjudul “Kajian Hukum terhadap Perselisihan Pemutusan 

Hubungan Kerja secara Sepihak pada Perusahaan“, Dari Jurusan 

Akuntansi STIE Widya Gama Lumajang di publikasikan pada September 

2011. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan 

menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue 

appoach). Jurnal ini befokus pada Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 02 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial dan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 Tentang 

Ketenagakerjaan. Penelitian ini membahas mengenai pelanggaran 

prosedur pemutusan hubungan kerja secara sepihak dimana pemutusan 

hubungan kerja dengan tenaga kerja dapat dilaksanakan setelah mendapat 

izin dari Panitia Penyelesaian Perburuhan Daerah (PED) serta mengenai 

akibat terjadinya perselisihan tersebut. Adapun perbedaan dari penelitian 

saat ini yaitu perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang terkena 

PHK akibat penolakan terhadap mutasi oleh majikan serta pengaturan 

hukum tinjauan Hukum Islam mengenai keadilan dalam pemutusan 

hubungan kerja. 

Table 1.1: persamaanzdanzperbedaanzpenelitianzterdahulu 
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No. Identitas 

Peneliti 

Judul Persamaan Perbedaan 

1. Astrini Dwi 

Wahyuni 

Universitas 

Indonesia, 

Fakultas 

Hukum, 

Jakarta, 

Tahun 

2009.Z 

 

PenyelesaianZ 

Pemutusan 

HubunganZKerja 

(PHK)Zterhadap 

Pekerja yang di 

Alihdayakan, 

Studi KasusZPT. 

Bank 

NegaraZIndonesia 

(Perserro) Tbk. 

Dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

salah satu 

objek yang 

sama yaitu 

pemutusan 

hubungan 

kerja serta 

menggunakan 

penelitian 

normatif 

Perbedaan 

Penelitian yang 

terdahulu 

menggunakan 

objek Pekerja 

yang di alih 

dayakan, 

sedangkan 

penelitian saat 

ini 

menggunakan 

objek PHK 

akibat menolak 

Mutasi.  

2. Deden 

Muhammad 

Surya, 

Universitas 

Katolik 

Parahyangan, 

Fakultas 

Hukum, 

Bandung, 

2018.  

 

PemutusanZ 

HubunganZKerja 

AkibatZMenolak 

MutasiZditinjau 

dariZPerspektif 

AsasZKepastian 

Hukum dan Asas 

Keadilan 

Penelitian ini 

sama-sama 

PemutusanZ 

Hubungan 

KerjaZAkibat 

Menolak 

MutasiZserta 

menggunakan 

penelitian 

hukum 

normatif 

Perbedaan 

dalam 

penelitian 

terdahulu 

menggunakan 

aspek asas 

kepastian 

hukum dan asas 

keadilan. 

Penelitian saat 

ini 

menggunakan 

aspek 

perlindungan 

hukum, serta 

pengaturan 

hukum Islam 

mengenai 

keadilan. 

3. Muchamad 

Taufiq, M,H,. 

dan Zinul 

Hidayat, SE 

Jurusan 

Akuntansi 

Kajian Hukum 

terhadap 

Perselisihan 

Pemutusan 

Hubungan Kerja 

secara Sepihak 

Penelitian ini 

sama-sama 

meneliti 

sebagian 

objek 

pemutusan 

Pada penelitian 

terdahulu 

perbedaannya 

terletak 

mengenai pada 

pelanggaran 



 

20 
 

STIE Widya 

Gama 

Lumajang, 

2011. 

 

pada Perusahaan hubungan 

kerja 

prosedur 

pemutusanz 

hubunganzkerja 

secarazsepihak, 

sedangkanzpada 

penelitian saat 

ini 

perlindungan 

hukum, serta 

pengaturan 

hukum Islam 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudahkan dalam pembahasan pada permasalahan yang 

terkait, secara garis besar terhadap penyusunan skripsi, maka penulis 

menyusunZdalam empatZbab yang manaZmasing-masing bab.dibagi kedalam 

tiapZsub bab,Zseperti perincianZberikut ini:  

BAB I : PENDAHULUAN,Zpada babZini berisiZlatarZbelakang 

masalahZyg berisiZdeskripsi pentingnya.masalah yang.akan diteliti,.kemudian 

rumusanZmasalah yangZdiangkat dalamZproposal ini yakniZbeberapa 

permasalahanZyang ditelitiZdalam skripsiZini, selanjutnyaZberisi tujuanZdan 

manfaatZyang hendakZdicapai dengan.diadakannya penelitian.ini, selanjutnya 

definisiZoperasional yangZmenjelaskan beberapaZdefinisi agarZlebih mudah 

dalamZmemahami maknaZdalam judulZskripsi ini. KemudianZmetode 

penelitianZyakni berisiZjenis penelitian,Zpendekatan penelitian,Zjenis data, 

metodeZpengumpulan data,Zmetode pengolahan.data dan.penelitian.terdahulu 

serta yangZterakhir adalahZsistematika pembahasan.Z 
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BAB II : TINJAUANZPUSTAKA, pada bab.ini berisi.tentang teori- 

teoriZyang berkaitanZdengan pemutusanzhubunganzzkerja denganzzsebab 

penolakanzzmutasi tinjauanzzhukum positif danZhukumiIslam, sebagaiZbahan 

untukZmenganalisis dataZyang diperolehZdariZlapangan, sepertiZpenemuan 

hukum.Z 

BAB III : HASILiPENELITIANiDANiPEMBAHASAN,ipadaibab 

inizdiuraikanzdata.datazyang.telahzdiperoleh.darizhasil.penelitianzzzliterature

yang.kemudian.di.edit,.diklarifikasi,.diverifikasi,.danz.dianalisis.zuntuk.men-

jawabzdari rumusanzmasalah yangzsudah ditentukan.z 

BAB IV : PENUTUP,zmerupakan babzterakhir yangzberisi tentang 

penutupzsetelah melihatzdan memaparkanzberbagai teori-teorizdanzzhasil 

penelitianzolehzzpeneliti.zDizdalamnyaijugaimeliputizkesimpulan.darizzhasil

.penelitian dan.saran-saran yangzkonstruktif. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Pemutusan Hubungan Kerja 

1. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

Menurut ketentuan umum Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) dalam Pasal 1 (25) Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 

adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang 

mengakibatkan berakhirnya hak serta kewajiban antara pengusaha/majikan 

dengan pekerja/buruh. 

Menurut Manulang (1988) terdapat beberapa pengertian pemutusan 

hubungan kerja, yaitu:  

a. TerminationZyaitu pemutusan.hubungan kerjaZkarena berakhirnya 

perjanjian dan kontrak kerja yang sudah disepakati. Berakhir per-

janjian dan kontrakZteradi apabila tidakXterdapatZkesepakatan 

antara pekerja dengan perusahaan maka pekerja harus 

meninggalkan pekekerjaanya. 

b. Dismissal yaitu pemutusan hubungan kerja dikarenakan pekerja 

melakukan pelanggaran disiplin kerja yang sudah ditetapkan.. 

Seperti melakukan kejahatan, mengkonsumsi obat-obatan ter-

larang, serta merusak fasilitas milik perusahaan. 

c. Redundancy yaitu putusnya hubungan kerja antara pekerja dengan 

perusahaan karena perusahaan mengalihfungsikan atau 
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pengembangan daya kerja dengan menggunakan mesin 

berteknologi baru. Seperti menggunakan alat-alat berat, 

menggunakan robot industri dalam produksi yang hanya 

dioperasikan dengan dua atau tiga pekerja untuk menggantikan 

beberapa tenaga kerja. Dalam hal ini berdampak kepada 

pengurangan.tenaga kerja. 

d. Retrenchment. yaitu. Putusnya hubungann kerja yang berkaitan 

dengan masalah ekonomi seperti masalah pemasaran yang mana 

perusahaan tersebut tidak mampu memberi upah kepada pekerja.
15

 

2. Cara Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja 

a. Pemutusan Hubungan Kerja Demi hukum 

Dalam Putusnya hubungan.kerja ini terjadiZkarena.alasan.batas.waktu 

masa kerja yangztelah.disepakatiZhabisimaupunzburuhzmeninggal.dunia. 

BerdasarkanzPasalz61zayat.(1).UU.No..13ZTahunZ2003,iberakhirnya

. perjanjianZkerjaZapabila : 

1) PekerjaZmeninggal dunia 

2) Jangka waktu.perjanjian.kerja berakhir 

3) Terjadi putusan pengadilan maupun putusan atau penetapan lembaga 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang memiliki kekuat-

an hukum.tetap 

                                                           
15

 Manulang,ZPokok-PokokZHukum KetenagakerjaanZdi Indonesia,Z(Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 

1988),Z15 
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4) AdanyaZkejadian..maupun..keadaanZyang telah tercantumkan.dalam 

sebuah perjanjianZkerja.baik peraturanZperusahaan, perjanjianZkerja, 

maupun..perjanjianzzkerja.bersama..yangzzmenyebabkan..berakhirnya 

hubunganzkerja. 

Padazpasalz1603zczBurgerlijkzWetboek istilah waktuztertentu 

yangzdapatzmenentukanzberakhirnyazhubungan kerjaiyangiditetapkan 

dalam.sebuahzperjanjianzmaupun.yangztelah.ditetapkanzpada.peratur-

an perundang-undangan.sertazkebiasaan. 

b. PemutusanzHubungan KerjazolehzBuruh 

Putusnya hubunganz kerja dalam hal ini terjadizzketika buruh 

mengundurkan diri atau memiliki alasan mendesak yang dapat men- 

akibatkan pekerja minta di PHK.zPada Pasalz151 ayat (3) hurufzb UU 

No. 13 Tahun 2003 atas kemauanZsendiriZtanpaZada indikasizadanya 

tekanan/ intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai 

dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali. Peng-

unduran diri buruh dapat dianggap terjadi apabila buruh mangkir 

paling sedikit dalam waktu 5 hari kerja berturut-turut dan telah 

dipanggil oleh perusahaan 2 kali secara tertulis, tetapi pekerja tidak 

dapat memberikan keterangan tertulis dengan bukti yang sah. 

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 169 Undang-Undang No. 13 

Tahun 2003, Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan 

hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan 
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industrialIdalam halIpengusahaImelakukanIperbuatan sebagaiIberikut: 

1) Menganiaya, menghinaIsecara kasar atauImengancamIpekerja/buruh. 

2) Membujuk6dan/atau6menyuruh6pekerja/buruh6untuk6melakukan6per

buatan yang bertentanganZdenganZperaturanZperundang-undangan. 

3) TidakZmembayarZupahZtepatZpadaZwaktuZyangZtelahZditentukan 

selama (tiga)ZbulanZberturut-turutZatauZlebih. 

4) TidakZmelakukanZkewajibanZyangZtelahdijanjikanZkepadaZpekerja/

buruh; 

5) MemerintahkanZpekerja/buruh untukZmelaksanakan pekerjaanZdi 

luar yangZdiperjanjikan. 

6) MemberikanZpekerjaanZyangZmembahayakanZjiwa,Zkeselamatan,ke

sehatan, dan kesusilaanZpekerja/buruh,Zsedangkan pekerjaanztersebut 

tidakzdicantumkanZpada perjanjianzkerja. 

c. PHKzolehzMajikan atau Perusahaan 

PHKzoleh perusahaanZdapat terjadiZkarena alasan apabilaZburuh 

tidak lulus masaZpercobaan,Zapabila majikanZmengalami kerugan 

sehinggaZmenutupZusaha,ZatauZapabilaZburuhZmelakukanZkesalahan. 

Lamanya masaZpercobaan maksimal adalahZ3 bulan, dengan syarat 

adanya masa percobaanZdinyatakan denganZtegas oleh majikanZpada 

saat hubunganZkerja dimulai, apabila tidakZmaka dianggapztidak ada 

masazpercobaan.ZKetentuan lainnyazapabila majikanZmenerapkanadanya 

training makaZmasa percobaan tidakZboleh dilakukan.zPengusahaztidak 
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perluzmelakukanZPHKzkarena sesuaiZdengan Pasali154 Undang-Undang 

No.13 Tahunz2003, yaitu penetapanZsebagaimana dimaksudZdalam Pasal 

151.ayat (3)Ztidak diperlukanZdalam hal: 

1) pekerja/buruh nmasihZdalam masa percobaanZkerja, bilamana telah 

dipersyaratkan secaraZtertulis sebelumnya; 

2) pekerja/buruhZmengajukan permintaan pengunduran diri, secara 

tertulis atas kemauanZsendiri tanpa ada indikasi adanya 

tekanan/intimidasiZdari pengusaha, berakhirnyaZhubungan kerja 

sesuai denganZperjanjian kerja waktuZtertentu untukZpertamazkali; 

3) Buruh/pekerjaZmencapai usiazpensiun.sesuaizdengan.ketetapanidalam 

perjanjianzkerja, peraturanzperusahaan, perjanjianzkerjazbersama, atau 

peraturanzperundang-undangan;zatauzpekerja/buruhzmeninggalidunia. 

Pemutusanzhubunganzkerjazyang tidakzlayak, antarazlain: 

1) jikazantara lainztidak.menyebutkanzalasannya, atau 

2) jikazalasannya.PHK ituzdicari-cariz(pratext) atauzalasannyazpalsu; 

3) jikazakibat pemberhentianZitu bagizpekerja/buruhZadalahzlebih 

beratzdari padaZkeuntungan pemberhentianZitu bagi majikan; atau 

4) jika buruhZdiperhentikan bertentangan denganZketentuan dalam 

undang-undang atauZkebiasaan mengenai susunanZstaf atau aturan 

ranglijsZ(seniorityZrules), danZtidakZada alasanZpenting untuk 

tidakZmemenuhiZketentuan-ketentuanZitu." 
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Sanksi atau hukumanZbagi pemutusan hubunganZkerja yang tidak 

.beralasan,Zyaitu: 

1) Pemutusan tersebut adalahZbatal dan pekerja yangZbersangkutan 

harus ditempatkanZkembali pada kedudukanZsemula. 

2) Pembayaranzganti rugiZkepada pekerjaitersebut. Dalamihal iniipekerja 

berhakzmemilih antaraZpenempatanikembali atauZmendapatkan ganti 

rugi.z 

Majikaniyang mengalamiZkerugian berdasarkan ketentuanZPasal 163-

165 Undang-Undang No.z13 Tahun2003 dapatimem-PHKZburuhnyaiapabila: 

1) PHKzmassal karenaZperusahaanztutup akibatZmengalami kerugian terus-

menerusZdisertai dengan bukti keuanganZyang telah diauditZoleh 

akuntanZpublik paling sedikit 2Ztahun terakhir, atau keadaanZmemaksa 

(forceZmajeur); 

2) PHKzmassalzkarenazperusahaanztutupzkarenazalasanzperusahanzmelaku

kanzefisiensi;. 

3) PHKzkarena.perubahanZstatusZatau.perubahanZkepemilikanZperusahaa

n sebagianZatau seluruhnyaZatau perusahaan pindahZlokasi dengan 

syarat-syaratZkerja baru yang samaZdengan syarat-syarat kerjaZlama dan 

pekeriaZtidak bersediaZmelakukan hubungan kerja; 

4) PHKZkarena perubahanZstatus atauZperubahan kepemilikanZperusahaan 

sebagianZatau.seluruhnyaZalauZperusahaanZpindahZlokasiZdenganZpen
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gusaha tidak bersediaZmenerima pekerja diZperusahaannya dengan 

alasan apaZpun. 

Sesungguhnya pihakZpengusaha enggan untukZmelakukan pemutusan 

hubunganZkerja, karena pekerja yangZtelah ada dapatZdikatakan sebagai 

pckerja yangZtelah mempunyaiZpengalaman dalam pelaksanaanZkerja di 

perusahaannya, walaupunZbaru satu atauZduaZbulan,ZpembinaanZterhadap 

merekaZtinggal sekadarZuntukZlebih memantapkanZproduktivitasZkerjanya. 

MemberhentikanZpekerja/buruh yang telahZbekerjaZbeberapa bulanZdi 

perusahaannyaZhanya dilakukanZkarenaZketerpaksaan, maksudnyaZburuh 

yangZbersangkutan.walaupunZtelah.seringZdinasihati,.diberi.peringatantetap 

tidak mau.mengubah sikapZdan perilakunyaZyang kurangZbaik,Zsehingga 

selaluZmembuat kesalZpengusaha dan.merugikanZperusahaan. Hanya dalam 

melakukanZpemutusan hubungan kerja karenaZKeterpaksaan ini, pengusaha 

yang baik akanZtetap memperhatikanZketentuan perundang.-undangan atau 

hukumZyang berlaku.  

AdapunZalasan-alasanZyangZdapatZmembenarkanZsuatuZpemutusanZ 

hubunganZkerja olehZmajikan/pengusahaZatas dirizpekerja,zyaitu: 

1) AlasanZEkonomis 

a. Menurutnyaihasiliproduksiiyangidapatipulaidisebabkaniolehibeberapai 

Faktorimisalnya:i 

a) merosotnyazkapasitas produksizperusahaan yang bersangkutan; 
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b) menurunnya.permintaan.masyarakat.atas.hasil.produksi.perusaha-

an yang.bersangkutan; 

c) menurunnya.persediaan bahan.dasar 

d) tidak lakunya hasilZproduksi yang lebihZdahulu dilemparkan 

kepasaranZdan sebagainya, yangZsemua ini secara langsung 

maupun tidak langsungZmengakibatkan kerugian. 

b. MerosotnyaZpenghasilanZperusahaan,ZyangZSecaraZlangsungZmeng

akibatkanZkerugian pula. 

c. MerosotnyaZkemampuan perusahaan tersebutZmembayar upahZatau 

gajiZatau imbalanZkerja lainZdalam keadaanZyang samaZdengan 

sebelumnya.Z 

d. DilaksanakanZrasionalisasiZatauZpenyederhanaanZyangzpengurangan

karyawanidalam.jumlahibesaridalamiperusanaanibersangkutan. 

2) Alasanilain yangibersumberidari keadaanZyangiluaribiasa,imisalnya 

a. karena keadaanZperang yang tidakZmemungkinkanZditeruskannya 

hubungan kerja;Z 

b. karenazbencanazzalamzdimanazdapatZmenghancurkanzztempatzzkerja

dan sebagainya; 

c. karenazperusanaan lainZyangzmenjadi penyelenggaraZpekerjaanzyang 

bersangkutan ternyataZtidak mampuzzlagi meneruskanZpengadaan 

lapanganzpekerjaanZselama iniZada..Adapun perusahaanZatau.majikan 

yangZsecaraZlangsungZmempekerjakan ZparaZkaryawanZselama Zini 
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hanyalahzmerupakanzzkuasa yangZbertindak untukzdan atasznama 

perusahaanZyang lainzyangzmenjadi penyelenggaraZatauzpengada 

lapanganZpekerjaanztersebut; 

d. karenazmeninggalnyaZmajikan danztidak adaZahli wariszyangzmampu 

melanjutkanzhubunganZkerja denganzkaryawanZyangzbersangkutan. 

SelanjutnyazPHK.olehimajikanidapat terjadiZkarena adanyaikesalahan 

darizburuh. Kesalahanzburuh.adazduazmacam,zyaitu kesalahanZringan dan 

kesalahanZberat.zKesalahanZringanZtidak diatur dalamZUU No. 13 Tahun 

2003Zdan Kepmenaker No.Kep-150/Men/2000, tetapi diaturZdalam Pasal 18 

ayatz(1)zPermenakerzNo.Per-4 /Men/1986, yaitu:Z 

a. Setelahztiga kaliZberturut-turutzpekerjaZtetap menolakzuntukzmenaati 

perintahzatauZpenugasan yangzlayakZsebagaimana tercantumzzdalam 

perjanjianZkerja, KKBzatau peraturanZperusahaan; 

b. Denganzsengajaiatau karenailalai mengakibatkanidirinya dalamikeadaan 

demikian, sehingga iaZtidak dapat menjalankan.pekerjaan yang diberikan 

kepadanyaaZ 

c. TidakzcakapZmelakukan pekerjaanZwalaupun sudah dicobadizbidang 

tugaszyangzada;Z 

d. MelanggarzketentuanZyangztelah ditetapkanZdalam kesepakatanzkerja 

bersama,zperaturanZperusahaan, atauzperjanjianzkerja.Z 
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SelanjutnyaZperusahaan dapat memutuskan.hubungan kerja.pada pekerja 

apabila pekerja.melakukan atau melaksanakan.kesalahanzberat. Dalam halzini 

diaturzdalam.ketentuanzPasal 158zayat (1)zUU No.13zTahun 2003,zyaitu: 

a. penipuan,zpencurian, danZpenggelapan barangZuang milik pengusaha 

b. memberikanzketerangan.palsuzatau yangzdipalsukan,zSehingga meruoil 

c. mabuk,iminum-minuman keraszyangimemabukkan, madat,imemakai obat 

milik teman sekerja atau milik teman pengusaha, atau merugikan 

perusahaan atau.kepentingan negara, atau menyalahigunakan obat-obalan 

terlarang atau perangsang lainnya.yang dilarang oleh peraturan 

perundang-undangan di tempat kerja dan ditempat-tempat yang 

ditetapkanzzperusahaan,zatauzzmelakukanzperbuatanzasusila,zatauime-

lakukanZperjualan diitempat keria 

d. menyerang,imenganiaya,imengancam atauZmengintimidasiiatau menipu 

e. membujukZpengusaha atauziteman sekerjaZuntuk melakukan suatu 

perbuatan atau pengusaha atauZteman sekerja di lingkungan kerja, atau 

yang bertentangan denganZperaturan perundang-undangan yang berlaku, 

f. dengan ceroboh atauZsengaja merusak, merugikan, atau membiarkan 

dalam keadaanZbahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan 

kerugian bagiZperusahaan,  

g. dengan ceroboh atauZsengajaimerusak,imerugikan, atauimembiarkan 

temanisekerja atauZpengusaha dalamikeadaan bahayaidi tempatikerja, 

ataui 
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h. membongkariatau membocorkanZrahasia perusahaaniyangiseharusnya 

dirahasiakanikecuali untukikepentinganinegara,  

i. melakukaniperbuatanZlainnya diilingkungan perusahaaniyangiidiaņcam 

pidanaZpenjara 5itahun atauilebih. 

Kesalahanzberat ituzberdasarkanZketentuan Pasalz158 ayatz(2)zzharus 

didukungzdenganzbukti:Z 

a. pekerja/iburuh tertangkapZtangan 

b. adaipengakuanZdariipekerja/buruh yangZbersangkutan;zatau 

c. buktizlainZberupazlaporan kejadianZyang dibuatzoleh pihakzyang 

berwenangzzdiZperusahaan yangzzbersangkutan danzdidukungzoleh 

sekurangi-kurangZdua orangzsaksi. 

KetentuanZPasalz158 ayatz(2) Undang-UndangzNo.13zTahun 2005 

menimbulkanzcelahZhukum yangzdapat disalahgunakanZolehzpengusaha. 

Tigazbukti yangimenjadi syaratiadanya kesalahanZberat yangidilakukanioleh 

pekerjaibersifatialternatif bukanikumulatif.iKata "atau" yangZterdapatidalam 

Pasali158 ayati(2) hurufib Undang-UndangiNo.13 Tahuni2003zseharusnya 

digantiZdengan katai"dan. Ditinjauidari legaliconceptiarti "dan" jauhiberbeda 

akibatZhukumnya denganzarti dariz"atau". Pengusahazyang tidakzsenang 

denganzpekerja karenaZalasan yangztidak dapatZdibenarkan, (alasanzpribadi 

misalnyazpengusahaZditolak cintanyazolehzpekerja) makazpengusahaZdapat 

denganzmudah mengaturZstrategi untukZmenutupi kecurangannyazhanya 
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denganzmenggunakanZbukti yangztersebut dalamzPasal 158zayat (2)zhuruf c 

UU No.13 TahunI2003Isaja. 

d. PHKzoleh PutusanzPengadilan 

Carazterjadinya PHKZyang terakhirzadalah karenaZadanyazzputusan 

pengadilan.iCaraiyang keempatZini sebenarnyaimerupakan akibatidariiadanya 

sengketaiantara buruhidanimajikan yangiberlanjut sampaiike prosesiperadilan. 

Datangnyaiperkara dapatidari buruhiatau dapatidariimajikan. 

PadaIumumnyaIadaIempatImacamIcaraIterjadinyaIPHK,IIyaituIPHKI

demiIhukum,IPHKIyangIdatangnyaIdariZpihakIburuh,IPHKIyangIdatangnyaI

dari pihakZmajikan, danIPHKIkarena putusanZpengadilan. SebenarnyaIcara 

terjadinyaIPHK cukupIada tigaImacam,Idengan mengabaikanZPHKIakibat 

putusanIpengadilan,IkarenaIPHKIsebagaiIakibatIputusanIpengadilanImuncul-

nyaIsebagaiIiakibatzdariizadanyazsengketazantaraIIperusahaanIdanIIpekerjai

mengenaiIIperselisihanZhubunganiindustrial.IBentuknyaidapatimelaluiIgugati

gantirugiikePengadilaniNegeriIapabilaididuga.adaiperbuatanIyangImelanggari

hukumzdariiIsalahizsatu.pihakIIatauizdapatzimelaluizPengadilan.HubunganzI

ndustrial.Z 

Menurut teoriZperlindungan hukumZsebagaimana dikemukakan oleh 

SatijiptoZRaharjo,ZperlindunganZhukumZadalah memberikanZpengayoman 

terhadapZhakZasasiZmanusiaZ(HAM)ZyangZdirugikanZorangZlainZdan.per 

lindunganZitu diZberikan kepadaZmasyarakat agarZdapat menikmatiZsemua 
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hak-hakZyang diberikanZoleh hukum.ZHukum dapatZdifungsikanZuntuk 

mewujudkanZperlindungan yang sifatnya tidak.sekedar.adaptif dan.fleksibel, 

melainkanZjuga.prediktifZdan antisipatif.ZHukum dibutuhkanZuntuk.mereka 

yangZlemah danZbelum.kuatZsecara sosial,Zekonomi danZpolitikZuntuk 

memperolehZkeadilanZsosial.
16

 

MenurutZAsriZWijayantiZperlindunganZhukumZdalamZpemutusan.hub

unganZkerjaiyangiterpentingZyaituZmenyangkutikebenaranZZstatusipekerjai

dalam hubunganikerja sertaikebenaranialasan terjadinya pemutusan 

hubungan kerja. Alasan yang menjadi dasar untuk menjatuhkan PHK dibagi 

menjadi 2 yaitu :alasan yang di izinkan dan alasan yang tidak diizinkan. Juga 

kebenaranIalasanIterjadinyazPHKzyangIdatangIdarizburuhIdapatzdigolong-

kanzmenjadi dua,zyaitu: alasan mengundurkanzdiri dan alasanzyang 

mendesakzyang berakibatzburuh untuk tidakzmelanjutkan hubunganzkerja. 
17

 

B. Tinjauan Umum tentang Mutasi  

1. Pengertian Mutasi 

Mutasi adalahZpemindahan pegawaiidariisatuiinstansiZkeiinstasi 

yangilain, baikiituidalam satuZdaerah bisaijugaidari luarZdaerah. 

Mutasiiitu jugaZbisa terjadiidalam satuiinstansi,imisalnya dariZunit 

ke bagian unitzyangzlain. MutasiZpegawai jugazdapat pulazterjadi 

karenazorganisasiZatau instansi mengalamiZekspansizatauzkarena 

                                                           
16

 SatjiptozRaharjo, IlmuzHukum,z(Bandung : PT.zCitra AdityazBakti,2000), 53. 
17

 AsriiWijayanti, HukumiKetenagakerjaan PascaiReformasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 167-168. 
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adanya lowonganzyangzsegera haruszdiisi. PemutasianZpegawaiipada 

jabatan yangZsamazatau padazdaerah yangZberlainan dapatzterjadi 

untukzmenghilangkan rasaZbosanzpegawai.
18

 Mutasizadalahzproses 

pemindahanZposisi/ijabatan/itempat/ipekerjaan seorangIzkaryawan, 

baikzsecaraZhorizontal (rotasizkerja/ztransfer) maupunZvertikal 

(promosiZdan demosi) dalam suatuZorganisasi.
19

  

Mutasi atauZpemindahan adalah kegiatanZketenagakerjaan yang 

berhubungan dengan prosesZpemindahan fungsi, tanggung jawab dan 

statusZketenagakerjaan, sehingga yang bersangkutanZtenaga kerja 

memperoleh semangatZkerja dan prestasiZkerja yangzsemaksimal 

mungkin.zPemindahan haruszdilakukan menurutZanalisazjabatan 

sesuaizzkualifikasiZkemampuan sehinggaztenaga kerjazztersebut 

diharapkanimendapat.kepuasanikerja semaksimalimungkin danidapat 

memberikanioutputZyangisetinggi-tingginya.
20

 

Darizbeberapazpendapatan paraZahlizmengenai mutasizkerjazdi 

ataszpenulis menyimpulkanZbahwa mutasizkerja adalahzpemindahan 

pegawaizdariZsatu instansizke instasizyangzlain, baikzitu dalamzsatu 

daerahZbisa jugazdari luarzdaerah yangzdiikuti pemindahanZfungsi, 

tanggungzjawabzdan statusZketenagakerjaan. 

                                                           
18

 M.  Manullang, Manajemen Personalia. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), h. 111. 
19

 Sri Endang, dkk., Modul Memahami Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran. 

(Jakarta: Erlangga, 2010), h. 83. 
20

 B. Siswanto Sastrohadiwiryo, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2003),m247. 
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2. Jenis-Jenis Mutasi 

a. Mutasi atas dasarZtempat kerjaZkaryawan 

Pemindahaniberdasarkaniunit kegiatanZdimana parazpekerja 

melakukanzpekerjaannya,imisalnya mutasiiantarseksi,iantarbagian 

daniantariperusahaan.
21

 

b. Mutasi atas dasarZmaksud atau tujuanZada lima macam
22

 yaitu: 

a) ProductionZTransfer 

Productionitrasferidimaksudkanipemindahanipegawaiidari 

jabataniyang satuizke.jabatanzyang samazzdalamzlingkungan 

produksizyangzberbeda, karenazdalam.produksizyangzpertama 

produksizdikurangizsehinggazztenaga.kerjazzdikurangizzpula 

sedangkanzzpada.lingkunganzproduksizyangzkedua,zproduksi 

dinaikkan.z 

b) Replacementitransfer 

ReplacemenZtransfer.berartizpemindahanzpegawaizzyang 

sudahzlamazzdinasnya kepadazzjabatan.yangzzsamazzpada 

departemenzyang lainzzuntuk.menggantikanzzpegawaizyang 

sedikitzmasa.dinasnyazdan dizberhentikan. 

c) VersatilityZTransfer 

                                                           
21

 Sri Endang, dkk., Modul Memahami Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran. 

(Jakarta: Erlangga, 2010), 87. 
22
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VersatilityZtransfer dimaksudkanZpemindahan pegawai 

agar pegawaiZyang bersangkutan dapatZmelakukan pekerjaan 

atau ahli dalamZberbagai lapanganZpekerjaan. 

d) RemedialZTransfer 

Remedialitransfer berartiipemindahan.pegawaiidariisesuatu 

jabatanikeZjabatan yangilain atauikejabatan.yangisamaidalam 

departemenIiyang.berlainanIIdengan.maksudIia dapatIbekerja 

samaIdenganItemannyaIsekerjaIatauIdenganIatasannya,sehingg

untukimemperbaikiIkeadaan.ituIiaIdipindahkanIkeIjabatanyang 

lainIatauIkeIjabatan.yangIsamaIpadaZdepartemenIIatauIIseksi 

yangZberlainan. 

c. MutasiZatas dasar lamanya pegawaiZtersebut memangkuZjabatan 

yang baruZsesuai dengan hal itu, makaZpemindahan dapat 

digolongkanZmenjadidua macam
23

 yaitu: 

a) TemporaryZTransfer 

TemporaryZtransfer atau pemindahanZsementara adalah 

pemindahanZyang dimaksudkanZhanya untuk sementara saja, 

baik pegawaiZatau organisasiZbermaksud akan memindahkan 

kembaliZpegawai yangZbersangkutan kejabatanZsemula. 

b) PermanentZTransfer 
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 M.  Manullang, Manajemen Personalia. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), h. 108. 
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PermanentZtransfer dimaksudkanZpemindahan seorang 

pegawai untukZmemangkuZjabatan yangZbaru untuk selama-

lamanya sampaiZtiba waktunya kemudianZpegawai tersebut 

dipindahkanZlagi ke jabatan lainZbaik karena promosiZatau 

karena sebabZlainnya. 

3. Sebab-Sebab Mutasi 

MenurutZSaydam (2000) pada dasarnyaZmutasi dapatZterjadi 

disebabkanZoleh : 

a) Mutasi karenaZkeinginanZperusahaan 

Suatu mutasiZkaryawan yang palingZbayak terjadi adalah 

atasZkeinginanZperusahaan.ZHalZiniZdilakukanZdenganZpertim

bangan-pertimbangan,
24

 antaraZlain: 

1) UsahaZ.perusahaanZuntukZmenghilangkanZkejenuhan 

karyawanN 

KaryawaniyangItelahIbekerja.sekianIlamaIdi.suatuunit

kerja, padazsuatu.waktuzakan menjadizjenuh danzbosan. 

RasaZbosan ini bila tidakZdicarikan jalanZkeluarnya dapat 

mengarahZpada menurunkanZmotivasi kerja danZsemangat 

kerja. Oleh sebabZitu sebaiknyaZpimpinanZperusahaan harus 

dapat memperhatikansituasiZyang amat.tidak menguntungkan 
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Gouzali Saydam, Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resources Managemen) Jilid 2. 

(Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 2000), 98. 
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ini dan berusaha untukZmemutasi karyawanZtersebut ke 

tempatZlain. 

2) KemampuanZyang dimiliki Zkaryawan kurangZserasi dengan 

kualifikasiZyang dituntutZperusahaan. 

Bila seseorangZmempunyai kemampuanZyang kurang 

atau melebihiZkualifikasi yangZdituntut perusahaan, maka 

yangZbersangkutan akanZmerasa tidakZcocok mengerjakan 

pekerjaanZtersebut. OlehZsebab itu, perlu dicarikanZtempat 

atau tugasZyang sesuai dengan kemampuanZmereka, yang 

dapat memberikanZmanfaat secaraZwajar bagi perusahaan. 

3) LingkunganZkerja yang kurangZmendukung pelaksanaan 

pekerjaan.Z 

LingkunganZpekerjaanZZyangZZnyamanZmembuat 

karyawan bekerjaZtenang, bersemangat danZbergairah dalam 

melaksanakan pekerjaan.Z 

4) Diri karyawanZyang sudah mengalamiZperubahan 

PerubahanZpada diri karyawanZmisalnya, seorang 

karyawanZmungkin saja dalamZbekerja iaIterusIbelajar, 

sehinggaIpadaZsuatu waktuIia berhasilZmendapatkan 

ijazah SarjanaZMuda atauZSarjana. MakaZperubahan 

tingkat pendidikanZini mungkin perluZdisesuaikan dengan 

pekerjaan.yang bersangkutan, setelah yangZbersangkutan 
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dapat memenuhiZpersyaratan-persyaratanZ lainnya (ujian 

dinas danZsebagainnya). 

5) Sistem dan Zprosedur kerjaZberubah 

Adanya sistem dan prosedur kerja baru, 

mengharuskanZpula pembenahanZpembenahan organisasi 

dan strukturZtermasuk juga personaliaZsesuaiIdengan 

keperluan.IDi sinilahIperlunyaipembenahan danipenertiban 

organisiZperusahaan. 

6) SebagaiZsanksi bagiZkaryawan yang bersangkutan.Z 

SeorangZkaryawanZdapatZdijatuhkanZsanksiZhukum-

anZatau hukumanZdisiplin, karena telah.melanggar 

disiplinZkerja. 

b) MutasiZkeinginan sendiri 

Mutasi denganZkeinginan sendiri.dapat disebabkan atas 

permintaanZkaryawan itu sendiriZdengan alasan: 

1) Pribadi danZkeluarga 

2) KesehatanZ 

3) LingkunganZkerja yang kurangZcocok 

4) HubunganZkerja yang kurangZharmonis 

5) BebanZtugas yang dirasaZterlalu berat 

6) TingkatZpendidikan yang berubahZdan sebagainnya.Z 
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MutasiZmerupakan perintahZperusahaan sehingga menolakZmutasi 

adalah menolakZperintahZperusahaan, sehinggaZanggapan ini dianggap 

sebagai suatuZacuan bahwa setiapZpekerja atau buruhZyang menolak 

mutasiZberarti pekerja atau buruhZtersebut sudah tidakZpatuh terhadap 

perintahZperusahaan. PadahalZperlu dilihat lebih cermatZmengenai 

alasan suatuZperusahaan memutasiZkaryawannya. Terdapat beberapa 

faktorZyang perlu diperhatikanZperusahaan dalam memutasiZseorang 

karyawan antara lain:Z 

1) PerluZadaZpedoman mutasiZyang jelas, sehingga mutasiZtidak 

terjebak oleh unsurZsubjektivitas 

2) HarusZditempuh.mutasi yang paling menguntungkanZkaryawan agar 

yang bersangkutanZtidak merasaZdihukum 

3) MutasiZdapat membangkitkanZsemangat danZkegairahan kerja 

karyawanZ 

4) AlatZpemacu dalam pengembanganZprestasi 

5) DapatZmemperkecilZkeresahan karyawan 

6) Dapat menjadiZalat untuk melaksanakanZpromosi 

7) Benar-benar sesuaiZdengan kebutuhanZyang mendesak.
25
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(Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2000), 101. 
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MutasiZ(penempatan kerja) ke tempatZlain juga harusZmemperhatikan 

berlakunyaZPasal 32ZUUZNo.Z13ZTahunZ2003 tentangZKetenagakerjaan, 

menyatakan:  

1) PenempatanZtenagaZkerjaZdilaksanakanZberdasarkanZasasZterbuka,

bebas,Zobyektif,ZsertaZadil,Zdan setaraZtanpaZdiskriminasi. 

2) PenempatanZ.tenagaZ.kerjaZdiarahkanZuntukZmenempatkanZtenaga-

kerjaZpada jabatanZyang tepatZsesuai dengan.keahlian,.keterampilan, 

bakat,Zminat,ZdanZkemampuanZdenganZmemperhatikanZhak asasi, 

harkat martabat, dan perlindunganZhukum. 

3) PenempatanZtenagaZkerjaZdilaksanakanZdenganZmemperhatikan pe-

merataanZkesempatan kerjaZdan penyediaanZtenaga kerjaZsesuai 

denganZkebutuhan programZnasional danZdaerah. 

JikaZmerujuk padaZPasal 32 UndangZUndang Ketenagakerjaan 

diatas, penempatanZtenaga kerja harusZmemperhatikanZharkat, martabat, 

hakZasasi dan perlindunganZhukum pekerja atau buruh. Dengan 

demikian, perusahaanZharus memperhatikanZkondisi pekerja atau buruh 

yang akanZdimutasi, termasuk kondisiZkeluarganya. 

 

 

 

 

 



 

43 
 

B. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 

Dalam kamusZhukum pengertian arti kataZdari perjanjian yaitu 

tindakanZyang berakibat hukumZoleh kedua belah pihakZatau lebih yang 

saling mengikatkanZdiri secara hukumZuntuk melaksanakan isi.
26

 

Dalam hubunganZkerja antara pekerjaZatau buruh dengan 

pengusaha akanZselalu diikatZoleh suatu perjanjianZkerja.ZPerjanjian 

kerjaZadalah suatuZperaturan yangZdibuatZseseorangZatauZbeberapa 

orang majikanZatau beberapaZperkumpulan majikanZberbadanZhukum 

dan suatu atauZbeberapa serikatZburuh yangZberbadan.hukumZmengenai 

syarat-syaratZkerja yangZdipatuhi padaZwaktu membuatZperjanjian 

kerja.
27

ZPasalZ1ZAngkaZ14ZUndang-UndangZ13ZTahunZ2003ZKe 

tenagaZkerjaanZtentangZpengertianZPerjanjianZkerjaZadalahZperjanjian.

antaraZpekerja/buruhZdenganZpengusahaZatauZpemberiZkerjaZyang 

memuatisyarat-syaratikerja,ihak, danikewajiban paraipihak.Z 

PerjanjianZkerjaZharusZdibuatiberdasarkan: 

a. KesepakatanZkedua belahZpihak 

b. Kemampuan atauZkecakapan melakukanZperbuatanZhukum 

c. AdanyaZpekerjaan yangZdiperjanjikan 

                                                           
26

 http://kamushukum.web.id, diakses tanggal 17 April 2020 
27

 KokoZKosidin, PerjanjianZKerja, PerjanjianZPerburuhanZDan PeraturanZPerusahaan.(Bandung: 

MandarZMaju, 1999), 40. 

http://kamushukum.web.id/
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d. Pekerjaan yangZdiperjanjikan tidakZbertentangan dengan 

ketertibanZumum, kesusilaanZdan peraturanZperundang-

undangan yangZberlaku.Z 

DefinisiZperjanjian kerjaZbersama menurut Pasal 1 angka 21 UU 

No. 13 Tahun 2004 tentangZKetenagakerjaan adalah perjanjianZyang 

merupakan hasilZperundingan antaraZserikat pekerja/serikatZburuh atau 

beberapa serikatZpekerja/serikat buruh yangZtercatat pada instansiZyang 

bertanggungZjawab di bidangZketenagakerjaan dengan pengusaha, atau 

beberapa pengusahaZatau perkumpulan pengusaha yangZmemuat syarat-

syaratZkerja, hak danZkewajiban keduaZbelah pihak.
28

 

Dari pengertianZdiatas dapat disimpulkanZbahwa perjanjiankerja 

bersamaZadalah suatu perjanjianZantar serikat pekerja dengan 

pengusaha/beberapaZpengusaha.Sebagai suatuZperjanjian, PKBZtunduk 

padaiketentuan-ketentuaniumum tentangiperjajian.yangidiatur.dalamiBW. 

Olehikarena ituisebagaimana dalamipembuatanZperjanjianzdidasarkan 

padaiasasZkebebasanzberkontrak.zAsasiinizmemberiipadaiserikatipekerja 

dan pengusaha/organisasiipengusaha, kebebasaniuntukZmengadakan atau 

tidakzzmengadakanzperjanjian. Selainzituzzpara pihakZmempunyai 

kebebasanZuntuk menentukanZisi PKB.
29

 

                                                           
28

 Pasal 1 angka 21 UU No. 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan 
29

 Eko Wahyudi, Aspek Perjanjian Kerja Bersama (Pkb) Dalam Hubungan Kerja, Liga Hukum, Vol.1, 
No. 1, (Surabaya : Fakultas Hukum Veteran, 2009), 34. 
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AdapunZfungsi terpenting dariZPKB adalah memberikan 

perlindunganZpada pekerja.
30

 UpayaZuntuk memberikanZperlindungan 

hukum pada pekerjaZadalah fungsiiutama dariiPKB.ZFungsi utamaiini 

mencakupZberbagaiiifungsi lainnyaZdarizzPKB. DalamZpedoman 

pelaksanaan.hubungan industrial.Pancasila dikemukakan.beberapa fungsi 

PKBZ: 

1) SebagaiZpedoman indukZmengenai hak dan kewajibanZbagi pekerja 

danZpengusaha sehingga dapatZdihindarkan adanyaZperbedaan-

perbedaanZpendapat yangZtidak perluiantara pekerjaidanipengusaha. 

2) Sebagaiisarana untukimenciptakanZketenangan kerjaibagiipekerja 

danikelangsunganZusaha bagiZperusahaan. 

3) MerupakanZpartisipasiZpekerja  dalam penentuanZatau pembuatan 

kebijaksanaanZdalam perusahaan.
31

 

Pekerja/buruhZdengan pengusaha dalam suatuZperjanjian kerja 

harus mempunyaiZkemauan yang bebasZuntuk mengikatkanZdiri dalam 

perjanjianZkerja. Kemauan yangZbebas untuk membuatZkesepakatan 

dianggap tidakZada suatu perjanjianZapabila dalam pembuatan.perjanjian 

kerja terdapatZunsur paksaan, kekhilafanZdan penipuan.Z 

 

                                                           
30

 Sendjun H. Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2001), 107. 
31

 Yayasan Tripartit Nasional, Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila dengan Petunjuk 

Operasional, cet kedua, (Jakarta: 1998). 
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C. Tinjauan Umum Al- Ijarah  

1. Pengertian Al-Ijarah 

Secara.etimologi.al-ijarah berasal dari kata.al-Ajru yang berarti 

al-„Iwad./.pengertian, dari sebab.itulah ats-Stawabu.dalam konteks 

pahala dinamai.juga al-Ajru/.upah.
32

 

Adapun.secara.terminologi,para.ulama.fiqh.berbeda.pendapat, 

antara lain: 

1) PendapatZSayyid Sabiq, al-ijarahZadalah suatu jenisZakad 

atau transaksi.untuk mengambil.manfaat dengan jalan.memberi 

penggantian.ZMenurut pengertianZsyara‟ ijarahZberarti akad 

pemindahan hakZguna dari barangZatau jasa yangZdiikuti 

dengan pembayaranZupah atau biayaZsewa tanpa disertai 

denganZperpindahan hakZmilik.
33

 

2) Pendapat UlamaZSyafi‟iyah, al-ijarahZyaitu suatu jenisZakad 

atau transaksiZterhadap sesuatu manfaatZyang dituju, tertentu, 

bersifatZmubah daniboleh dimanfaatkanidengan caraimemberi 

imbalanZtertentu.Z 

Definisi fiqhZAl-ijarah disebut pemindahanZhak gunai(manfaat) 

atas suatuZbarang atau jasaZdalam waktu tertentuZdenganimelalui 

                                                           
32

 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 13, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 203. 
33

 Sri Nurhayati dkk, Akuntansi Syariah Di Indonesia, Edisi 3, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 228. 
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pembayaranisewa/upah,itanpaidiikutiidenganipemindahanikepemilika

n barangiituisendiri.
34

 

Dari beberapaZpengertian tersebut dapatZditarik pengertian bahwa 

IjarahZadalah suatu jenisZperikatan atau perjanjianZyang bertujuan 

mengambil manfaatZsuatu benda yangZditerima darizorangzlain 

denganzjalan.membayarzupahzsesuaizdengan perjanjianZdanikerelaan 

kedua belahZpihak denganZrukun danZsyarat yang telah ditentukan.Z 

Ada dua jenisZIjarah dalam hukumZIslam : 

1) IjarahZyangZberhubunganZdenganZsewaZjasa,ZyaituZmem-

pekerjakan jasa seseorangZdengan upah sebagaiZimbalan jasa 

yang disewa.Z 

2) IjarahZyang berhubunganZdengan sewa berupaZbaramg yakni 

aset atauZproperti, yaitu memindahkanZhak untuk memakai 

dariZaset tertentuZkepada orang lain dengan imbalanZbiaya 

sewa.
35

 

2. DasariHukum Al-Ijarah 

Al-ijarahidalamibentuk sewaimenyewa maupuniupahimengupah 

merupakanitransaksiimuamalahiyangitelah.disyariatkanidalamiIslam. 

DasarZhukum atau landasanZhukum ijarahiadalahiAl-Qur‟an,iAl-

Hadits,idaniIjma‟.  

                                                           
34

 Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah, (Yogyakarta: UUI Press, 2009),124. 
35

 Ascara, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 99. 
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1) Dasarihukumiijarah dariiAl-Qur‟aniadalah  

 SuratiAt-Thalaq:i6 

,  اَسْكنُ ىُنَّ منْ حَيْثُ  سَكَنْتمْ مّنْ وُّجْدكُمْ وَلَا تُضاَ~رُّوْ ىُنَّ لتُضَيّ قُوا عَلَيْهنَّ  

ٍِ فاَنْفٍقُوا عَلَيْهنَّ حَتّىَ يَضَعْنَ حََْلَهُنَّ , فإَنْ ارَْضَعْنَ  ٍٍ وَانْ كُنَّ اوُْلَات حََْلٍ

نَكُمْ بمعَْرُوْفٍ, وَانْ تَ عَاسَرْتُُْ فَسَتُ رْضعُ لَوُ~  لَكُمْ فاَتَُ وْىُنَّ اجُُوْرَىُنَّ , وَاْتَمروْا بَ ي ْ

ۗ  اخُْرَى   

Artinya : “ Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu 

bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah 

kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) 

mereka, dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu 

sedang hamil, maka berikanlah mereka nafkahnya sampai 

mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka 

menyusukan (anak-anak) mu, maka berikanlah imbalannya 

kepada mereka dan musyawarahkanlah diantara kamu 

(segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu memenui 

kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak 

itu) untuknya. 

 Al-Qashash: 26.  

رَ مَن استاْ جَرْتَ الْقَوىُّ الَاميْنُ  ۚ  قالََتْ احْدآهَُُآيآأبَت اسْتَاْجرْىُو انَّ خَي ْ  

Artinya: “ danisalah seorangidari keduai(perempuan) itu 

berkata,i“Wahai Ayahku! Jadikanlah ia sebagai pekerja 

(pada kita), sesungguhnya orang paling baik yang engkau 

ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan 

dapat dipercaya.” 

2) Dasar Hukum dariiHadist 

Terdapatibeberapa hadist Rasulullah SAW mengenai Al-Ijarah 
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salah satunya yaitu Hadis Riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, 

bahwa Nabi bersabda: 

رَ آجْرهَُ قَ بْلَ آنْ  عَنْ عَبْدالله ابْنُ عُمَرْ قاَلَ رَسُوْلُ الله صَلَى اللهُ وَسَلَمْ آُعْطاُلْاَجي ْ

فّض عَرَقوُُ ]روه ابن ماجو[  يََّّ

Artinya:   “Berikanlah   upah   pekerja   sebelum keringatnya 

kering”.(HR.iIbnuiMajah)
36

 

3) Dasar hukum dariiIjma‟ 

Hukum asalZmenurut JumhurZUlama yaitu mubahZbila 

dilaksanakan sesuaiZdengan ketentuan yangZditetapkan oleh 

syara‟.ZMengenai disyari‟atkannyaZijarah, semua Ulama yang 

ulama pun sepakat. 

Al-ijarahZ(sewa menyewa) merupakanZsalah satu aplikasi 

keterbatasanZyang dibutuhkanZmanusia dalam kehidupan 

bermasyarakat.ZBila dilihat uraian diatas, rasanyaZmustahil 

manusia bisaZberkecukupan hidupZtanpazberijarahzzdengan 

manusia.ZOlehzkarenazituzboleh.dikatakanzbahwazpadaidasar-

nyazijarah ituzadalah.salahzsatu bentukzaktivitas antarazzdua 

pihakiatau salingimeringankan, sertaitermasuk.salahisatuibentuk 

tolongimenolong yangidiajarkaniagama.
37

 

                                                           
36

 Muhammad bin Yazid Abu Abdullah Al-Qazwiniy, Sunan Ibnu Majah Jilid II, (Dar al- Fikr: Beirut, 

2004), 20. 
37

 Qamarul Huda, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 79. 
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3. Rukunidan SyaratiAl-ijarah 

1) Menurut JumhurZUlama adapunZrukun Ijarah adaZempat yaitu: 

a. Dua orangiyangiberakad 

Orangiyang.melakukaniakad.ijarahiada duaiorang yaitu 

mu‟jir danZmustajir.Z 

Mu‟jir adalahiorang.yangimemberikaniupah atauiyang 

menyewakan.zSedangkan Musta‟jirZadalah orang yang 

menerima upahZuntuk melakukan sesuatuZdan yang 

menyewaZsesuatu. Bagi yang berakadZijarah di syaratkan 

mengetahui.manfaat barang.yang di jadikan.akad sehingga 

dapat mencegah.terjadinya perselisihan. 

Untuk keduaZbelah pihak yangZmelakukan akad 

disyaratkanZberkemampuan, yaitu kedua-duanyaZberakal 

dan dapatZmembedakan. Jika salah seorang.yang berakal itu 

gila atauZanak kecilZyang belum dapatZmembedakan baik 

ataupunZburuk, maka akadZmenjadi tidakZsah.
38

 

b. Sighat (ijabZdan Kabul) 

Yaituisuatu.ungkapanipara.pihakiyangimelakukaniakad 

berupaiijab.daniqabulzadalah permulaanZpenjelasan yang 

keluaridariZsalahiseorang yangZberakad sebagaiigambaran 

kehendaknyaZdalam mengadakanZakad ijarah. Sedangkan 

                                                           
38

 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah,  Jilid IV, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006),  205. 
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qobulZadalah suatu pernyataanZyangidiucapkan dari pihak 

yangZberakad pulai(musta‟jir)Zuntuk penerimaanikehendak 

dariipihakZpertamaiyaitu setelahZadanyaiijab.
39

 

Dalam HukumZPerikatan Islam, ijabZdiartikan dengan 

suatu pernyataanZjanji atau penawaranZdari pihakZpertama 

untuk melakukanZatau tidakZmelakukan sesuatu.
40

 

c. UjrohZ(Imbalan/upah atauZsewa) 

Ujroh yaituZsesuatu yang diberikan kepadaZmusta‟jir 

atas jasaZyang telah diberikan atauZdiambil manfaatnya 

olehZmu‟jir. DenganZsyarat hendaknya : 

1) SudahZjelas/sudah diketahuiZjumlahnya. KarenaIijarah 

akadItimbalZbalik, karenaIitu ijarahZtidak sahIdengan 

upahIyangZbelumIdiketahui.Z 

2) PegawaiZkhusus seperti hakimZtidak bolehImengambil 

uangIdariZpekerjaannya,IkarenaIdia.sudahImendapat-

kan gajiZkhusus dariIpemerintah.ZJika diaImengambil 

gajiIdariZpekerjaannya berartiZdia mendapat gajiZdua 

kali dengan hanyaZmengerjakan satuZpekerjaan saja. 

                                                           
39

 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 114. 
40

 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 63. 
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3) UangZyang harus diserahkan bersamaanZZdengan 

penerimaanZbarang yang disewa.ZJika lengkap manfaat 

yangZdisewa, maka uangZsewanya harus lengkap.
41

 

d. Manfaat. 

DiIantaraicaraiuntukimengetahuiIma‟qudialaih(barang) 

adalahidengan.menjelaskanimanfaatnya, pembatasaniwaktu, 

atauimenjelaskan.jenisipekerjaan.jikazzijarah ataszpekerjaan 

atauZjasazseseorang.  

Semuazhartaibendaibolehidiakadkaniijarahidiiatasnya, 

kecualiZyang memenuhiZpersyaratan sebagai berikut: 

1) Manfaat dari.objek akad sewa-menyewa.harus diketahui 

secara jelas.ZHal ini dapat dilakukan,Zmisalnya dengan 

memeriksaZatau pemilik memberikaZinformasi secara 

transparan tentangZkualitas manfaat barang.Z 

2) ObjekZijarah dapat diserah terimakan dan.dimanfaatkan 

secara langsungZdan tidak mengandungZcacat yang 

menghalangiZfungsinya. Tidak dibenarkanZtransaksi 

ijarah atasZharta benda yangZmasih dalam penguasaan 

pihakZketiga. 

                                                           
41

 Muhammad Rawwas Qal  Ahji, Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab, (Jakarta:PT Raja Grafindo 

Persada,1999), 178. 
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3) Objekiijarahidanimanfaatnyaitidakibertentanganidengn

HukumZSyara‟.zMisalnyaimenyewakanZVCDiporno 

dan menyewakanZrumah untuk kegiatanZmaksiat tidak 

sah.Z 

4) ObjekZyang disewakan manfaatZlangsung dari sebuah 

benda. Misalnya,Zsewa rumah untukZditempati, mobil 

untukZdikendarai, dan sebagainya.ZTidakzdibenarkan 

sewa-menyewaimanfaat suatuibenda.yangisifatnyaitidak 

langsung.iSeperti, sewaipohon manggaiuntuk.diambil 

buahnya,zzatau.sewa-menyewazzternak.untukzzdiambil 

keturunannya,ztelurnya, bulunyaZataupunZsusunya. 

5) HartaZbenda yangimenjadi objekZijarah haruslahiharta 

bendaiyang bersifatZisty‟mali,iyakni hartaZbendazyang 

dapatzdimanfaatkanZberulangkali tanpazmengakibatkan 

kerusakanizatzdanipengurusanisifatnya.iSedangkanharta 

bendazyangzbersifat istihlahi adalahZharta bendazyang 

rusakzzatauZberkurangzzsifatnya karenazzpemakaian. 

Sepertiimakanan,.bukuitulis,tidakisah ijarahidiatasnya.
42

 

4. Syarat-Syarat Al-Ijarah 

Adapun Syarat-syaratZal-ijarah Menurut M. AliZHasan adalah: 
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 Syaifullah Aziz, Fiqih Islam Lengkap, (Surabaya:Ass-syifa, 2005), 378. 



 

54 
 

a. SyaratZbagi kedua orang yangZberakad adalah telahbaligh 

dan berakalZ(Mazhab Syafi‟i DanZHambali).ZDengan  

demikianZapabilaZorang ituzzbelum atauzztidakzzberakal 

sepertizanakZkecilzatau orangZgila menyewazzhartanya, 

atauzdiriZmerekazsebagai buruhZ(tenagazdan ilmuZboleh 

disewa),zmakaZIjarah nya tidakZsah. BerbedaZdengan 

MazhabZHanafi dan Maliki bahwaZorang yang melakukan 

akad, tidakZharus mencapai usiaZbaligh , tetapi anak yang 

telahZmumayiz pun boleh melakukanZakad Ijarah dengan 

ketentuanZdisetujui oleh walinya.Z 

b. KeduaZbelah pihak yangZmelakukan akad menyatakan 

kerelaannyZuntuk melakukaniakadiIjarah itu, apabilaisalah 

seorangikeduanya terpaksaimelakukan.akadimakaiakadnya 

tidakisah.Z 

c. ManfaatZyang menjadiiobjek.Ijarahiharus diketahuiisecara 

jelas,zsehingga.tidakzterjadi perselisihanZdibelakangzhari 

jikazmanfaatnyaZtidak jelas.zMaka,iakad itu tidakisah. 

d. ObjekiIjarahiituidapat.diserahkanidanidipergunakan.secara 

langsungzdanZtidak adazcacatnya. OlehZsebab itu,iulama 

fiqihZsepakatzmengatakan bahwaZtidak bolehzmenyewa 

sesuatuizyangzzitidakizdapatzzidiserahkan,izdimanfaatkan 

langsungZoleh penyewa. UmpamanyaZrumahziatau toko 
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harusisiapipakai atau tentuZsaja sangatibergantungikepada 

penyewa apakahZdia mauimelanjutkan akadiitu atauitidak, 

sekiranyairumah ituiatau tokoZitu disewaioleh orangilain 

makaZsetelah ituihabis sewanyaZbaru dapatidisewakan 

olehZorangilain.Z 

e. ObjekZIjarahiitu sesuatuZyang dihalalkanZoleh syara. 

OlehzsebabZitu ulama fikihisependapat bahwaitidakiboleh 

menggajiitukangZsihir, tidakiboleh menyewaiorangiuntuk 

membunuhi(pembunuhibayaran), tidakibolehimenyewakan 

rumahzuntukZtempat berjudiZatau tempatzzprostitusi 

(pelacuran).ZDemikian jugaZtidak boleh menyewakan.a  

f. UpahZatau sewaZdalam ijarahZharus jelas, tertentu dan 

sesutau yangZmemiliki nilaiZekonomi.
43

 

5. Macam-Macam Al-Ijarah 

IjarahZterbagi menjadiZdua macam tergantung padaZobjek 

perjanjiannya, yaituZsebagai berikut : 

a. Al-ijarahZ„ain (manfaat),idisebut.jugaisewa-menyewa.iDalam 

ijarahibagianZpertama ini,iobjek.akadnyaiadalah manfaatidari 

suatuZbenda. IjarahZamal digunakan untukZmemperoleh jasa 

dari seseorangZdengan membayarZupah atas jasa yang 
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 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 
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diperoleh.ZDalam perjanjian ini, tidakZterdapat klausulZyang 

memberikanZpilihan kepada penyewaZuntuk membeli asset 

tersebut selamaZmasa sewa menyewaZatau diakhirzzmasa 

sewanya.zPadaZijarah „ainzyang menjadizobjekZperjanjian 

sewa-menyewaZadalah barang.Z 

b. Al-ijarahZ„amal (pekerjaan), disebut jugaZupah-mengupah. 

Dalam ijarahZbagian kedua ini, objekZakadnya adalah amal 

atauZpekerjaan seseorang.ZAl-ijarah yang bersifatZpekerjaan 

ialahZdenganZZcaraZmemperkerjakan seseorang untuk 

melakukanZsuatu pekerjaan. 
44

 

6. Pembatalan danZBerakhirnya al-ijarah 

Para ulamaZfiqh berbeda pendapatZmengenai akad al-ijarah, 

apakahZbersifat mengikatZpara pihakZatau tidak. ParaZulamazfiqh 

meyatakanzjugaZbahwazakad al-ijarahZakan berakhir apabila: 

a) ObjekZhilang atauzmusnah,Zseperti rumahZterbakar atau baju 

yangZdi jahitkanZhilang. 

b) TenggangZwaktu yang diZsepakati dalamZakadzal-ijarahztelah 

berakhir.zApabila yangZdisewakan ituzrumah,Zmaka rumahzitu 

dikembalikanZkepadazpemiliknya,Zdan apabilazyang disewazitu 
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adalahzjasa.seseorangimakaiiaiberhak.menerimaiupahnya.Kedua 

halzinizdisepakati olehzseluruhZulamazfiqh.
45

 

MenurutzUlamaZHanafiyah, wafatnyaZsalah seorang yang 

berakad.ZKarena akadZal-ijarah menurutZmereka tidak boleh 

diwariskan.ZSedangkan menurut.jumhur ulama, akad.al-ijarah tidak 

batal dengan.wafatnya salah.seorang yang.berakad. Karena.manfaat, 

menurut mereka.boleh diwariskan.dan al-ijarah samaZdengan jual 

beli, yaituZmengikat keduaZbelah pihak yangZberakad. Menurut 

UlamaZHanafiyah, apabila terdapatZhalangan dari salahZsatu pihak. 

Seperti rumahZyang disewakanZdisita negara karenaZterkait utang 

yangZbanyak, makaZal-ijarah batal, menurut UlamaZHanafiyah 

adalahZsalah satuZpihak muflis, danZberpindah tempatZpenyewa. 

Misalnya, seseorangZdigaji untukZmenggali sumur di suatuZdesa, 

sebelum sumurZitu selesai pendudukZdesa itu pindahZke desa lain. 

Akan tetapiZmenurut jumhurZulama, halangan yang boleh 

membatalkanZakad al-ijarah ituZZhanyalah apabila objeknya 

mengandungZcacat atas manfaat.yang dituju dalam.akal itu hilang, 

sepertiZkebakaran dan dilandaZbanjir.  PendapatZUlama Hanafiyah 

bahwaZakad al-ijarah bersifatZmengikat, tetapi bolehZdibatalkan 

secara sepihakZapabila terdapatZudzur dari salah satuZpihak yang 

berakad, misalnya.salah satu pihak wafat atau kehilangan.kecakapan 
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bertindak.dalam hukum. AdapunZJumhur UlamaZdalam hal ini 

berpendapat bahwaZakad al-ijarah bersifatZmengikat kecuali ada 

cacat atauZbarang itu tidakZdimanfaatkan.
46
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. PemutusaniHubungan KerjaiDengan SebabiPenolakan PemberianiMutasi 

Berdasarkan HukumiPositif DaniHukum Islami 

1. PemutusaniHubungan KerjaiDengan SebabIPenolakan PemberianIMutasi 

Berdasarkan HukumIPositif  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata mutasi ialah 

pemindahan.pegawai.dari satu jabatan ke.jabatan yang lainnya.
47

  Mutasi.atau 

pemindahan oleh sebagian.masyarakat sudah dikenal, baik dalamZlingkungan 

maupun di luarZlingkungan perusahaanZ(pemerintahan). MutasiZadalah 

kegiatan memindahkanZtenaga kerja dariZsatu tempat tenagaZkerja ke tempat 

kerjaZlain. Akan tetapiZmutasi tidakZselamanya samaZdengan pemindahan. 

MutasiZmeliputi kegiatanZmemindahkan tenaga kerja, pengoperanZtanggung 

jawab,Zpemindahan status ketenagakerjaan, dan sejenisnya.ZAdapun 

pemindahanZhanya terbatas pada mengalihkanZtenaga kerja dariZsatu tempat 

ke tempatZlain.
48 

Pada dasarnyaZmutasi secaraZgaris besar dapatZdibagi menjadi dua 

yakni mutasiZyang dilakukan denganZalasan yang objektifZdan mutasi yang 

dilakukanZdengan alasanZsubjektif. Mutasi dikatakanZobjektif adalahZketika 

mutasi tersebut.dilakukan berdasarkan.undang-undang, Peraturan.Perusahaan, 
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Perjanjian KerjaZBersama yang berlaku. MutasiZobjektif adalah mutasiZyang 

dilakukanZmurni untuk kepentinganZperusahaan. MutasiZsubjektif dilakukan 

dengan alasanZkarena adanya sebuahZsentiment sertaZfaktor-faktor lainnya. 

Pada umumnyaZmutasi ini dilakukanZkarena alasanZpribadi serta tidak 

berdasarkanZundang-undang, PeraturanZPeraturan, Perjanjian.Kerja Bersama 

yangZberlaku.
49

 

DalamZpembahasan ini pemutusanZhubungan kerja yangZdilakukan 

pengusaha atau perusahaanZterhadap pekerjaZatau buruhZyangZmenolak 

mutasiZsampaiZsaatZiniZdiZIndonesiaZmasihZbanyakZterjadi,.Zyang.Zperlu 

dipahami adalahzmengenaiZpemutusanzhubungan kerjaZterhadapZpekerja 

atauIburuh yangImenolakImutasiztidakZboleh bertentanganZdenganZundang-

undangZketenagakerjaan. Hakikat PHKZitu sendiri bagizpekerjazmerupakan 

permulaan dari penderitaan,Zmaksudnya permulaanZdarizzberakhirnya 

pekerjaan, permulaanZdarizzberakhirnya kemampuanZmembiayai keperluan 

hidup sehari-hariZbagi keluargaZserta dirinya sendiri.Z  

 Pekerja atauZburuh yangzmendapat.pemutusan hubungan kerja 

karenazmenolakZmutasizpengusahazatau.perusahaanzdalamzpraktikdilapang-

an dapat mengajukanZpenyelesaian secara litigasi maupun nonlitigasi. 

SelanjutnyaIberdasarkanIketentuanIPasalI151angkaI2IdanI3IUUINo.13Tahun

2003Iyaitu: 
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2) DalamZhal segalaZupaya telahZdilakukan, tetapiZpemutusanZhubungan 

kerjaZtidak dapatZdihindari, makaZmaksud pemutusanZhubunganIkerja 

wajibZdirundingkanIoleh pengusahaIdan serikatIpekerja/serikatIburuh 

atauIdengan pekerja/buruhIapabilaZZpekerja/buruhZyangZbersangkutan 

tidakImenjadi anggotaIserikat pekerja/serikatIburuh. 

3) DalamZhal perundinganzsebagaimana dimaksudzdalam ayatz(2) benar-

benarZtidak menghasilkanZZpersetujuan, pengusahaZhanyaZZdapat 

memutuskanihubungan kerjaZdenganzpekerja/buruhisetelahzmemperoleh 

penetapanzdariilembagazpenyelesaian perselisihanzhubunganiindustrial.
50

 

Dalamihal ini apabilaZpenyelesaian secara non litigas seperti mediasi 

tidak tercapaiZkesepakatan, maka pekerja dapatZmenyelesaikan melaui jalur 

litigasiZdengan melaui pengadilan dimanaZpekerja atauzburuhzdapat 

menggunakanzPasalz31zdanzPasalz32zUndang-Undang No. 13 Tahun 2003 

Ketenagakerjaanzzapabilazburuhzzdimutasizolehzzperusahaanzatauzpemberi 

kerjazapakahzmutasiztersebutzzbertentanganzatauZtidak.zDalamzzpengertian 

pemutusan hubunganzkerja menurutzPasal 1ZButir 25 Undang-undang 

Ketenagakerjaanzadalah:  

“Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang 

mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh 

dengan pengusaha atau pemberi kerja”. 
51
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MutasiZmerupakan hakZpengusaha atau pemberi kerjaZberdasarkan 

perjanjian kerjaZbersama dan perjanjianZkerja yang telah disepakati bersama 

sehinggaZdapat dikatakan menolakZmutasi adalah menolak perintahZkerja 

yang berakibatZorang yang menolak.mutasi tersebut dianggap.mengundurkan 

diri.Z 

DalamZhal ini perlu diketahuiZmengenai keabsahanZpemutusan 

hubungan kerjaZdengan alasanZmenolakzmutasi. Sampaizsaat inizdalam 

beberapaZputusan hakimzpada pengadilanzzhubungan industrialzzdalam 

menyelesaikanZmasalah mutasiZmenggunakan Pasal 31Zdan 32 undang-

undang ketenagakerjaanZsebagai dasar untuk menentukanZsah atau 

tidaknyaZmutasi yang dilakukanZoleh pengusaha atauZperusahaan kerja 

kepadaZpekerjazatauzburuh.ZPasal 32zAyatz(1)Zdan (2)zUndang-zUndang 

Ketenagakerjaanzmenyebutkan:Z 

 “Pelayananzzpenempatan tenagazzkerja adalah kegiatanzuntuk 

mempertemukan tenagazkerja dengan pemberizkerja, sehingga tenagazkerja 

dapat memperolehzpekerjaan yang sesuai denganzbakat, minat,zdan 

kemampuannya,zdan pemberizkerja dapat memperolehztenaga kerjazyang 

sesuaizdengan kebutuhannya”.
52

 

PelayananzzpenempatanzZtenaga kerjazzdisebutkanZkegiatanzzuntuk 

mempertemukanZtenagazkerja denganZpemberizkerja,Zsehinggaztenagakerja 

dapatZmemperolehzzpekerjaannya yangZsesuai denganzzbakat,Zminat,zzdan 
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kemampuannyaa,zdan pemberizkerjaZdapatzzmemperoleh tenagaZkerjazyang 

sesuaizdenganZkebutuhannya. 

SelanjutnyaZPasal 35 Ayat (2)Zundang- undang ketenagakerjaan juga 

tidakZmenyebutkan mengenaiZpengertian mutasi hanyaZtentang pelaksanaan 

penempatanZtenaga kerja, menyatakan:Z  

“Pelaksanaan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) wajib memberikan perlindungan sejak perekrutan sampai penempatan 

tenaga kerja “.
53

 

JikaZdicermati lebih lanjutZapa yang terantum dalamZPasalz32,zPasal 

35zdanZPasalz1zangkaz12zundang-undang zketenagakerjaan zadaz ketidak- 

samaan dalamzketigaZPasal tersebutzdi dalamZPasal 1zbutirz12zundang-

undang ketenagakerjaanzmenyebutkan pelayananZpenempatan tenaga 

kerjazzsementarazzdalam Pasalz32zdanz35 undang-undang ketenagakerjaan 

hanyaZmenyebutkan penempatanZtenaga kerja, sehingga masihZmenjadi 

kerancuanZdalam hal penempatan tenagaZkerja termasukZdalam hal mutasi.Z 

DalamZbeberapa kasusZpemutusan hubungan kerja akibatZmutasi, 

Pasal 32 undang-undang ketenagakerjaan seringZsekali dijadikan pasalZyang 

berhubunganZdengan mutasi. hal ini dapatZdilihat dari beberapa putusan 

pengadilanZhubungan industrial maupunZPutusan Mahkamah Agung. Seperti 

halnya contohZkasus yang terjadiZdilapangan Contoh kasusZyang 

menggambarkanZkeadaan ini adalah padaZkasus Ikhsan melawanZPT. 
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ElektronikZSolusionzzdizzmanaZdalamzzPutusanzzNomorzz14/Pdt.SusPHI/

2016/PN.Bdg hakimzpada PengadilanzHubungan IndustrialzpadazPengadilan 

Negerizkelasz1zAzBandungZhakimztidakzmengabulkanzpermohonanzzuang 

pesangonzkarenazhakimZberpendapatzbahwazsaudarazpemohonZmengundur

kan diri bukanZkarena mendapat Pemutusan.Hubungan Kerja 

olehZperusahaan.
54

 Contoh kasus lainZberbeda dengan kasus ihsan, dimana 

hakim berpihak pada penggugat, perselisihan antara FX Sumartono 

(penggugat)imelawaniPT.iElektrindo(tergugat)idimanaidalamiPutusaniNomor 

323K/Pdt.Sus-Phi/2015zmengabulkan sebagianzzhak-hak penggugatzzdan 

memenuhi atas kewajibanztergugat terhadap penggugat, saya selaku penulis 

menurut putusan Hakim tersebut terkabulkan dikarenakan pemutasian yang 

diberikan kepada FX Sumartono sangat jelas menyalahi aturan yang dimana 

pemutasian dilakukan pada dua perusahaan yang berbeda badan hukumnya 

dan tidak sah serta tidak berlandaskan hukum.
55

 

Padahal perluZdilihat lebih cermatZmengenai alasan suatu perusahaan 

memutasiZkaryawannya. Padahal hubunganZpekerja/buruh tidak melakukan 

kesalahanZberat, tidak melakukanZpidana, dan tidakZmangkir dalam bekerja. 

Namun harusZdiketahui, ketika seorangZpekerja atauzzburuhzzdimutasi 

berdasarkanZPasal 31zdan Pasalz32zundang-undangzketenagakerjaan, artinya 

pekerjazatauZburuh yangzhendakZdimutasi tersebutzmemilikiZkemampuan 
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dibidangzapa yangZdibutuhkanzoleh pengusahaZatauzpemberi kerjazditempat 

baruZtersebut, sehinggazakan sangatZganjil jikazpekerja atauzburuh yang 

dimutasiZtersebut tidakzmemilikiZkeahlianzyang diinginkanZditempat baru 

diazharuszbekerja, selainZitu jikazpengusahazatau pemberiZkerjazmemutasi 

pekerjaZatau buruh artinyaZpekerja atau buruh tersebut memangZdibutuhkan 

oleh pengusaha atauZpemberi kerjaZuntuk mengisi atauZbekerja ditempat 

tersebut sehingga akan masukZakal jika pengusahaZatau pemberi kerja yang 

memutasiZpekerja atau buruhZakan memberikanZfasiltas sesuai dengan 

kebutuhanZpekerja atau buruh. SebaliknyaZakan sangat tidakZmasuk akal 

jika pekerjaZatau buruh yangZdimutasi tidak mendapatkanZfasilitas dari 

perusahaan atauZbahkan hak-hakZsebelumnya menjadiZberkurang. 

Mutasi merupakanHhak pengusaha atau perusahaanHterhadaZpekerja 

atauZburuh sebagaimanaHtelah diaturzdalam perjanjianZkerja bersama(PKB) 

dan perjanjianZkerja karenazhampir semuaZperjanjian tersebutzmemuat 

mutasizsebagaiZbagian darizperjanjianztersebut.Z 

Dalam mutasiZpekerja juga harus denganZmemperhatikanzberlakunya 

Pasalz32 UUzNo. 13zTahun 2003ztentangZKetenagakerjaan,zmenyatakan:  

1) PenempatanZtenaga kerjaZdilaksanakan berdasarkanZasasZterbuka, 

bebas,Zobyektif, sertaZadil, danZsetara tanpaZdiskriminasi. 

2) PenempatanZtenaga kerjaIdiarahkan untukImenempatkan tenagaIkerja 

pada jabatanIyang tepatIsesuai denganIkeahlian, keterampilan,Ibakat, 
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minat,Idan kemampuanIdengan memperhatikanIharkat, martabat,Ihak 

asasi,Idan perlindunganIhukum. 

3) PenempatanZtenaga kerjaZZdilaksanakan denganZZmemperhatikan 

pemerataanzkesempatan kerjazdan penyediaanztenaga kerjazsesuai 

denganzkebutuhan programznasional danzdaerah. 

Dalam menolakZmutasizyang mana perusahan tersebutZmengartikan 

mengundurkanZdiri tentu tidak sah, karena ketika pekerjaZdimutasi yang 

tidak sesuai denganZkeahlian dan juga kesempatanZmutasi ini 

dimanfaatkanZperusahaan untuk menghindariZkewajiban dalam menaikan 

gaji berkalaZpekerja yang telah lamaZbekerja, maka dalam hal ini 

prosedurnyaZpun sudahZsalah dan tidakZadanya suatu keadilanZterhadap 

pekerjaZatau buruh.  

BerbicaraZmengenai pemutusan hubungan kerja dengan alasanZdalam 

kasusZpemutusan hubunganzkerjazdengan alasanZmenolak mutasizlebih 

berpihakZkepada Pengusaha zatau perusahaan Zdengan aturanzmutasi 

dikembalikanZke PeraturanZPerusahaan dan PerjanjianZkerja bersama.Z 

Dalamzpemutusanzhubunganzkerja yangZdilakukan olehzpengusaha 

atauZperusahaan tentuzharus berdasarkanZundang-undangzzyangZberlaku, 

UndangUndangzketenagakerjaanzsendiriztelahzmengatur.mengenaizpemutus-

an hubunganZkerja, makadengan tidakZjelasnyazperaturan mengenaiZmutasi, 

halzini jelas akanZmempengaruhizkepastian dan perlindunganzhukum baik 

bagizpekerja atauzburuh maupunZpengusaha atauperusahaanZyangzberakibat 
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kepadaztidak jelasnyaznasibZpekerjazatau buruh. DalamZpraktiknyazhakim 

padazpengadilan hubunganzzindustrial tidakzzmemilikizzkesamaanzdalam 

memutuszperkarazzmutasi.ZhalzziniZjugazsemakinZmemperkeruhZaturann 

dalamzhalzmutasizzkarenaZtidakZadaZyurisprudensiZyangZdapatZdijadikan 

acuanZhukumZdalamZmengaturZmutasi. 

Dalam hal ini haruszadanyazkepastian juga perlindungan hukumzagar 

penegakanzhukumZdapat diterapkan,zbahwa tujuanZhukum itu.sendiri adalah 

untukzmemenuhiZrasa keadilanzdalamzmasyarakat. MenurutZHanszKelsen, 

nilaizkeadilanzbersifatzsubjektif,zsedangkanzeksistensizdariznilai-nilaihukum 

dikondisikan olehZfakta-Zfakta yang dapatZdiuji secara objektif.zKeadilan 

dalam artiZlegalitas adalah suatuZkualitas yang tidakZberhubunganzdengan 

isiztata.aturanzpositif,ztetapizdengan.penerapannya.zKeadilanzadalah.penerap

anzhukumzzyang.sesuaizzdengan yangZditetapkanzzoleh suatuZtatazhukum. 

denganzdemikianzzkeadilanZberartizzmempertahankanZtatazzhukumzzsecara

sadar dalam penerapannya. InilahZkeadilanZberdasarkan hukum.
56

 

Keadilan dapatZdimaknai sebagaiZlegalitas. AdalahZadil jika suatu 

aturan diterapkanZpada semua kasusZdi mana menurut isinya.memang aturan 

tersebut harusZdiaplikasikan.ZAdalah tidakZadil jika suatu aturanZditerapkan 

pada satuZkasus tetapi tidakZpada kasus lainZyang sama. MenurutZlegalitas, 

pernyataan bahwaZtindakan individuZadalah adil atauZtidak adil.berarti legal 

atau ilegal,Zyaitu tindakanZtersebut sesuai atauZtidak denganZnorma hukum 
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yangZvalid untuk menilaiZsebagai bagian dariZtata hukum positif.ZKeadilan 

menurutzHansZKelsenzadalahzlegalitas,Zsehinggazztolakzukur.hukumzyang.

adil adalahzsahZmenurutZhukum.
57

 

SelanjutnyaZdalam hal masihZberjalannya proses penyelesaian 

pemutusanZhubunganzkerjazsebelumZadanyazputusanzyangzmemiliki.kekuat

anzhukum.tetapZbaik.pengusaha.maupun.pekerja.harus.melaksanakan.kewaji

bannya.masing.masing,zdidalamZpraktikzdilapanganseringkalizpermasalahan 

pemutusanZhubungan kerja yang sedangZdiselesaikan dilembaga.perselisihan 

hubungan industrialZpekerja atau buruh tidakZboleh lagizbekerjazpada 

perusahaanZdi tempatzdia bekerjaZdan tidakzlagi mendapatkanZupahzsetiap 

bulannya..Berhubungan denganZkasusZpemutusan hubunganZkerjaZyang 

dikualifikasi.mengundurkan.diri.dengan.alasanZmenolak.mutasiZyang.sedang 

berlangsungZdi pengadilan diZmana pekerjaZatau buruh sudahZtidak boleh 

bekerjaZdiZperusahaanZdiZmanaZtempatZdiaZbekerja,ZhalZiniZtentu.berten

tanganZyangZtercantumZpada.Pasali155.ayati(2)iundang..undangiketenaga-

kerjaanZyangzmenyebutkan: 

“Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja atau buruh 

harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.”
58

 

SelanjutnyaZdalam halZpengusaha atau perusahaan melakukan 

pemutusanZhubunganZkerjaterhadapZpekerjaZatauZburuh,Zpengusaha….di-
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wajibkanZmembayar.uangZpesangon.atauZuang.penghargaan.masa.kerja.dan 

uang.penggantianZZhakZyang.seharusnyaZZditerima.sesuaiZdenganZZmasa 

kerjanya,Zhal iniZsesuaiZdengan PasalZ156 ayatZ(1) danZAyat (2)ZUndang-

UndangZketenagakerjaan. 

Di dalamZUndang-.UndangZKetenagakerjaanZNo. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan masalahZpemutusan hubungan kerjaZterdapat 4 

macamZpemutusan hubunganZkerja diantaranyaZadalah: 

a. Pemutusan hubungan kerjaZkarena pekerjaZatau buruh meninggal 

dunia,Zterdapat padaZPasal 61 Ayat (1) huruf aZundang-undang 

ketenagakerjaanZ 

b. PemutusanZHubungan kerjaZatas kemauanZPekerja atauZburuh,Zhal 

iniZberdasarkan.PasalZ169ZAyat(1)Zundang.undang.ketenagakerjaan; 

c. PemutusanZhubunganzZkerjaZolehZzpengusaha.zatauZzperusahaan 

dengan berbagaiZalasan diantaranyaZadalah: 

1) Pekerja atauZburuh sedangZmenjalani prosesZpidana, hal ini 

berdasarkanZPasalZ160ZayatZ(3)Zundang-Zundang ketenaga 

kerjaan 

2) PekerjaZatau buruh melakukanZpelanggaran ketentuanzyang 

diatur dalamZperjanjian kerja,Zperaturan perusahaan atau 

perjanjianZkerja bersama Pasal 161 ayat (1)ZUndang-undang 

ketenagakerjaanZ 
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3) PengusahaZdapatzzmelakukan pemutusanZhubunganzzkerja 

terhadapipekerjaiatauiburuhidalamihaliterjadiiperubahanistatus 

penggabunganzdanzpeleburan, atauzzperubahanZkepemilikan 

perusahaan,iPasali163ayati(1)iundang-undangiketenagakerjaan 

4) PengusahaZdapat melakukanZpemutusan hubunganzzkerja 

terhadapzpekerjazatauzburuhzkarenazzperusahaan.tutup,zPasal 

164 ayatz(1)zundang-undangZketenagakerjaan;Z 

5) Pengusahazdapat.melakukan.pemutusan.hubunganzkerjazkaren

azperusahaanzpailit,zPasalz165.undang..undang.ketenagakerja-

an; 

6) PengusahazdapatZmelakukanzpemutusanZhubunganZkerja.ter

hadap pekerja atauZburuh karena memasuki usiaZpensiun, 

Pasalz167zayat (1)zundang-undangzketenagakerjaan. 

d. Pemutusanzhubunganzkarena PutusanZPengadilan, PasalZ56 hurufzc 

undang-undangzzNomor 2zzTahun 2004zztentangzzzPenyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial.
59

 

BerdasarkanZuraian dizatas tentangZjenis-jeniszpemutusanzhubungan 

kerja,zzjikazzdihubungkanzzdenganzzkasus.mutasi,zzmakazztermasukzzjenis

pemutusanzzhubungan kerjaZyang dilakukanzzoleh perusahaan,zsebab dalam 

kasuszzpemutusanzhubungan kerjaZkarena menolak mutasiZperusahaanlah 

yang melakukanZpemutuskanzzhubunganzzkerja denganzzpekerjazzatau 
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buruhzzdiberikan suratZpemutusan hubunganzzkerja denganZdikualifikasi 

mengundurkanZdiri. 

DalamZkasus pemutusanZhubungan kerjaZdengan alasanZmenolak 

mutasizzyang.seringzzterjadi pekerjazzatau buruhzzmendapatZpemutusan 

hubunganzzkerja denganZztidak berdasarkan asasZkeadilanzzdengan 

tidakZmendapatkan hak-haknyaZberupa uang pesangonZkarena dianggap 

telahZmengundurkan diri. Untuk itu mutasiZseringkali dijadikanZsenjata oleh 

perusahaanZuntuk menghindariZkewajibannya memberikanZpesangon, jika 

pekerja atau buruh bekerjaZsudah lebih dari 10Ztahun dan dimutasikanZke 

tempat yang sangat jauh dari keluarganyaZharus mendapatZpemutusan 

hubungan kerja karena menolakZmutasi dan tidakZmendapatkan 

pesangon,Zdan hal ini justruZsangat berpengaruhZdengan kondisi 

keluarganya.Z 

BerdasarkanZPasal 32Ayatz(1) dan.(2)zUndang-Undang Ketenagakerjaan 

penempatanztenagaZkerja diarahkan untukZmenempatkan tenagazkerja pada 

jabatan yangZtepat sesuai dengan keahlian,Zketerampilan,Zbakat,Zminat dan 

kemampuanZdengan memperhatikan harkat,Zmartabat, hakZasasizzdan 

perlindunganzzhukum,Zberartizzjika dalamZundang-undang disebutkan minat 

makaZpekerja atauzzburuhZtentu tidakZakan menolakZkarena jika sudah 

minat tentuZpekerja atau buruhZtelah bersediaZdimutasikan dan sudah  punya   

persiapanZdalamZbakatZdan minatnya,Zakan tetapi karenaZaturan masalah 

mutasi dikembalikanZlagi ke peraturanZperusahaan atau perjanjianZkerja 
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bersama,Zmaka yang terjadi adalahZmenolak mutasi dianggapZmenolak 

perintah perusahaan.Z 

Dalam praktikZdilapangan pekerjaZatau buruhZseringkali di mutasi 

tidakZberdasarkan Pasal 32Zundang-undang ketenagakerjaan, akanZtetapi 

pekerja atau buruhZdimutasikan keZtempat atau keZbagian yang bukan 

keahliannyaZatau keZtempat yang jauhZdari keluarganyazyangzpada 

akhirnya pekerjazatau.buruhzmenolak.untukzdimutasizdan akibatZhukumnya 

pekerjazatau buruhZmendapat suratZpanggilanZ2 kali secaraZberturut-turut 

dari pengusaha atauZperusahaan dari tempatZbaru di manaZpekerja atau 

buruh di mutasi,Zapabila pekerjaZatau buruh tersebutZtidak hadirZselama 

duaZkalizzberturutzzturutZmakazzpekerjaZatauzzburuhZtersebutzzdapatZdi-

kualifikasikan mengundurkanZdiri, sehinggaZpekerja atau buruhZtidak 

mendapat haknya berupaZuang pesangon.ZHal ini tentu sangatZmerugikan 

bagiZpekerja atau buruh yang sudahZbekerja cukupZlama, tentu 

sangatZmerugikan bagi pekerja atauZburuh jika apabilaZtidak 

mendapatkanZuang pesangon dan tentu hal ini sangatZtidak adil.Z 

MenurutIAsriIWijayantiIperlindunganihukumIdalamipemutusanihubu-

nganIIkerjazIyangzterpentingIyaituIImenyangkutzIkebenaranIIstatuszpekerjaz

dalam hubunganzkerja sertazkebenaranialasan terjadinya pemutusan 

hubungan kerja. Alasan yang menjadi dasar untuk menjatuhkan PHK dibagi 

menjadi 2 yaitu : alasan yang di izinkan dan alasan yang tidak diizinkan. Juga 

kebenaran alasan terjadinyazPHKzyang datang darizburuh dapatzdigolongkan 
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menjadizdua,Iyaitu:zalasanIImengundurkanzdiriIdanzalasanIyangIImendesak

yang berakibat buruhiuntukitidakimelanjutkanihubungan kerja.
60

 Dalam hal 

ini alasan dengan tetap melolak mutasi maka mengundurkan diri digunakan 

perusahaan untuk memutuskan hubungan kerja dengan pekerja sebuah 

rekayasa perusahaan, pasalnya alasanzzmengundurkan dirizzdari pihak 

buruhzharuszbenarIIbenarIditelusuriIIkebenarannyaIjanganzzsampaiIterdapat

kebohongan. Adanya kebenenaran alasan PHK yaitu untuk menjaga alasan 

kemurnian penjatuhan PHK untuk mendapatkan perlindungan hukum dari 

UUzNo. 13zTahun 2003 TentangzKetenagakerjaan. 

BerdasarkanZuraian di atasZmutasizyang dilakukanZoleh pengusaha 

atauzzperusahaanzzyang tidakZmemenuhi unsur-unsurZsebagaimana dalam  

Pasal 32 undang-undangZketenagakerjaan,Zsudah dapatZdipastikan telah 

bertentanganZdenganZperaturan sebagai suatuZkepastianZhukum danzztidak 

adanyazzkepastian.hukumzzsebagaimana.dikemukakanzzolehzzJanzM.zzOtto 

terdapatzzlimaZsyaratzzyang harusZdipenuhi, salahZsatunya adalah tersedia 

aturan-aturanZhukum yang jelasZatau jernih,ZkonsistenZdan mudah 

diperoleh (accesible),Zyang diterbitkanZoleh kekuasaan negaraZartinya untuk 

mencapai kepastianZhukum yangZdiinginkan makaZharus ada aturanZyang 

jelas dan atau jernih.ZSehingga mutasiZtersebut dapatZdikatakan batal 

demiZhukum atau tidak sah.ZNamun untukZkepastian hukumZbaik pekerja 

atau buruh ataupunZpengusaha atauZperusahaan dapatZmengajukan 

                                                           
60

 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 167-168. 



 

74 
 

gugatanZpemutusanzzhubunganZkerjaZkeZpengadilanZhubunganzzindustrial

untuk mendapatkan kepastianZhukum mengenai sah atauZtidaknya 

pemutusanZhubungan kerja yang dilakukanZoleh pengusaha atau 

perusahaanZterhadap pekerja atau buruh tersebut.Z 

2. PemutusanzHubungan KerjazDengan SebabzPenolakan PemberianzMutasi 

Berdasarkan HukumzIslam 

Untuk membahas mengenai pemutusan hubungan kerja tersebut, 

penulis akan mengemukakanZpemutusan hubungan kerja padaZpembahasan 

terdahuluzadalahzpemutusanzhubunganzzkerja.denganzzsebabzzmenolak pem 

berian mutasi oleh perusahan kepadazpekerja dimanaZmutasi yang diberikan 

tersebut tidak memenuhiZunsur-unsurzsebagaimana dalamzPasal 32zundang-

undangzketenagakerjaan,zsudah dapatZdipastikan telahzbertentangan zdengan  

peraturanzzsebagai suatuZkepastianZhukum dan tidak adanyaZkepastian 

hukum dan tanpaZada alasan yangZmenjadi dasar hukum.Z 

Dalam kegiatanZmemutasi pekerja tersebut dapat dikatakan.harus sesuai 

dengan prinsip-prinsip.syariah dibuktikan dengan.pertimbangan-pertimbangan 

dengan rasaZkeadilan, yangZdilakukan sebelumZmutasi dilaksanakan pada 

pekerja yang meliputi: latar belakang pendidikan, riwayatzseseorang,zprestasi, 

kemampuan,Zskill. Dalam hal iniZadil dan menetapkanZhukum diantara 

manusiaZadalah memberikanZhak masing-masing orang. terdapat dalam Q.S. 

An-Nisa‟ ayat 58 yang artinya :  
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إِنَّ  ۗ  الْعَدْلِ إِنَّ اللَّوَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُ ؤَدُّوا الْأَمَاناَتِ إِلَىٰ أَىْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَ يْنَ النَّاسِ أَنْ تََْكُمُوا بِ 

ا يعَِظُكُمْ بوِِ  يعًا بَصِيراً ۗ  اللَّوَ نعِِمَّ إِنَّ اللَّوَ كَانَ سََِ  

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”
61

 

Selanjutnya dengan HadisZyang diriwayatkan dalam kitabZShohih Bukhori 

اعَةَ }البخرى رؤاه{إذَا وُسّدَ الَأمرُ إلى غَيْر أىْلو    فاَنْ تَضر السَّ

Rasul Bersabda, “ketika sesuatu pekerjaan /jabatan diserahkan kepada 

yangZbukanZahlinya,ZmakaZtunggulahZkerusakan/kehancuranya.” 

(HR.Bukhori)
62

 

Hadist ini menunjukkanZbahwa betapa RasulZmengingatkan kita 

untuk tidakZsembarangan menugaskanZpekerja melakukanZsuatu pekerjaan 

yang bukanZbidang diketahuinya.ZMutasi atau penempatan.dalam pandangan 

Islam harusZdilakukan  dengan Zhati-hati  agar  setiaZpekerja  dapat  bekerja  

sesuaiZkeahliannya danZmengerti bagaimanaZmengerjakan tugas-tugasnya. 

AkanZtetapi pada kenyataannyaZmutasi yangZdiberikan olehZperusahaan 

sering kaliZdimanfaatkan untukZmenghilangkanZkewajiban pemberian upah/ 

gaji berkala kepadaZpekerja yang sudah lama bekerja danZmutasi yang 
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dilakukanZapabila tidak memperhatikanZkemampuan dan keahlianZpekerja  

Maka, dalam hal ini mutasiZyang dilakukan adalah secaraZtidak adil.Z 

Dalam halZini hubungan kerjasama antaraZpengusaha dengan pekerja 

terikat denganZperjanjian atau akad (sighat:Zijab danZqabul), dan yang 

menjadi objekZdari akad ijarah adalah pekerjaan,Zpekerja atau buruh.Dalam 

hukum Islam,.Pemutusan hubungan.kerja dapatzdipandang sebagaiipemutusan 

(Fasakh)Zakad perjanjianZkerja (Ijarah).ZSebagaimanaZdijelaskanzzIjārah 

termasukZakad yangztetap (aqdZal-luzum),Zsehingga salahzsatu pihakztidak 

dapatZmemfasakhZ(membatalkan)ZtanpaZpersetujuan.dariZpihakZlain,Zseba

gaimanaZprosesZterjadinya akadZyang terbentuk karenaZadanya kesepakatan 

keduaZbelah pihak.
63

  

Para ulamaZfiqh menyatakan bahwaZbatalnnya atau berakhirnya.akad 

al-ijarahZapabila: 

1) ObjekZhilang atau musnah,Zseperti rumahZterbakar atauZbaju yang di 

jahitkanZhilang. 

2) TenggangZwaktu yang di sepakatiZdalam akad al-ijarahZtelah berakhir. 

ApabilaZyang disewakanZitu rumah, makaZrumah itu dikembalikan 

kepadaZpemiliknya, danZapabila yang disewaZitu adalah jasaZseseorang 

maka ia berhakZmenerima.upahnya. Kedua.hal ini disepakati.oleh seluruh 

ulamaZfiqh.
64
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PendapatZUlamaZHanafiyah bahwa akadZal-ijarah bersifatZmengikat, 

tetapi bolehZdibatalkanZsecara sepihak apabilaZterdapat udzurZdari salah 

satu pihakZyang berakad, misalnyaZsalah satu pihakZwafatZatau kehilangan 

kecakapanZbertindakZdalam hukum.ZAdapun JumhurZUlamaZdalam hal ini 

berpendapatZbahwa akadZal-ijarahZbersifatZmengikat kecuali adaZcacat atau 

barang ituZtidak dimanfaatkan.
65

 

DalamZpermasalahanZyang telah terjadi menurut pendapat ulama 

Hanafiyah berakhirnya akad ijarah bolehZdibatalkan karena udzur, dalam hal 

iniZpemutusanZhubunganZkerjaZdenganZsebabZpenolakanZmutasiZmeng-

indikasikan bahwaZpenolakan mutasi tersebutZbukanlah termasukZudzur 

melainkanZsuatu bentukZpembelaan terhadapZhak personalZpekerjaZdari 

perusahan yangZmemanfaatkan mutasiZuntuk menghindariZkenaikanZgaji 

berkala kepada.pekerja.Menolak mutasi berarti.menolak perintah perusahaan. 

Dalam hal iniZpemutusan hubungan kerja sudah.sangat jelas dilakukan.secara 

sepihak olehZperusahaan/pengusaha danZpihak pekerja dan hal iniZtidak 

menerima sehinggaZberakhir penyelesaianZdi lembaga Pengadilan.Hubungan 

Industrial,Zapabila dalam pengadilan mengabulkanZpemutusan hubungan 

kerjanyaZmaka hal ini telah terjadiZpemutusan akad batal dan tidakZada 

unsurZkeadilan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. KesimpulanZ  

BerdasarkanZhasil penelitianZdan pembahasanZmengenaiZZpemutusan 

hubunganZkerja dengan sebab menolak mutasi di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa: 

1. Pemutusanzhubungan kerjazpada pembahasanzterdahulu adalahzpemutusan 

hubunganzkerja dengan sebab menolak pemberian mutasi oleh perusahan 

kepada pekerja dimana mutasi yang diberikan tersebut tidakzmemenuhi 

unsur-unsurZsebagaimana dalamzzPasal 32.undang-undangZketenagakerjaan, 

sudahzdapat dipastikanztelah bertentanganZdenganzperaturan dan tidak 

adanya kepastianzhukum tanpa adaZalasan yang menjadi dasar hukum. 

2. Dalam hukum Islam, Pemutusanzhubungan kerjazyang.dilakukan perusahaan/ 

pengusahazdapat dipandang sebagai pemutusanZ(Fasakh) akad perjanjian 

kerja (Ijarah). sehingga salah satuZpihak tidak dapatZmemfasakh 

(membatalkan)Ztanpa persetujuanzzdari pihakzzlain,Zsebagaimanazzproses 

terjadinyaiakadiyangiterbentukikarenaiadanyaikesepakatanikeduaibelahipihak

. Akan tetapi dalam kasus ini sudah sangatZjelas dilakukan secara sepihak 

oleh perusahaan/pengusaha.dan pihak pekerja dan hal ini tidak menerima 

sehingga berakhir penyelesaian di lembagaZPengadilan Hubungan Industrial, 



 

79 
 

apabila dalam pengadilan mengabulkanZpemutusan hubungan kerjanya maka 

hal ini telah terjadi pemutusan akadZbatal dan tidak ada unsurZkeadilan. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran-saran yang dapat dijadikan untuk 

bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan seharusnya apabila hendak memutasi pekerja/buruh harus 

mengetahui kondisi pekerja dengan memperhatikan rasa keadilan dan 

sesuai dengan keahlian pekerja atau buruh. 

2. Menolak mutasi juga berarti juga bukan menolak perintah perusahan. 

Dikarenakan hal tersebut perusahan jika menginginkan pemutusan 

hubungan kerja maka jangan dilakukan secara terpaksa antara pihak 

perusahaan dan pekerja saling ridho. 
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